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ABSTRACT 
 
 
This study aims to analyze the relevance of the role of remedial in 
overcoming problematic financing and how to solve it at PT. BPRS Sukowati 
Sragen Branch Office Boyolali.  
This research uses descriptive qualitative analysis method. Data collection 
techniques used observation, interview, and documentation techniques. The 
results showed that the factors that affect problematic financing at PT. BPRS 
Sukowati Sragen is the existence of internal factors and external factors. Internal 
factors can come from within the bank itself such as lack of fulfillment of 
competent human resources (HR) in the field. While external factors come from 
customers such as deliberate customers in delaying payments, business 
bankruptcy is undertaken by customers, and natural disaster (disaster) that befell 
customers leads to decreased ability of customers in paying back capital loans. 
Settlement of non-performing financing at PT. BPRS Sukowati Sragen can 
be done by Family Approach, Giving Letter of Warning, Rescheduling, 
Restructuring and Legal Path of Court. 
 
Keywords: Remedial, Non Performing Financing, Completion 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran remidial dalam 
mengatasi pembiayaan bermasalah serta cara penyelesaiannya pada PT. BPRS 
Sukowati Sragen Kantor Cabang Boyolali.  
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor yang mempengaruhi pembiayaan 
bermasalah pada PT. BPRS Sukowati Sragen adalah adanya faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal bisa berasal dari dalam bank itu sendiri seperti 
kurang terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya. 
Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah seperti kesengajaan nasabah 
dalam menunda pembayaran, kebangkrutan usaha yang dijalani nasabah, dan 
musibah (bencana alam) yang menimpa nasabah menyebabkan menurunnya 
kemampuan nasabah dalam mengangsur pinjaman modal.  
   Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Sukowati Sragen 
dapat dilakukan dengan cara Pendekatan Keluarga, Pemberian Surat Peringatan, 
Rescheduling, Restructuring dan Jalur Hukum Pengadilan. 
 
 
Kata Kunci : Remidial, Pembiayaan Bermasalah, Penyelesaian  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pada Era Modernisasi saat ini, pertumbuhan perbankan dan situasi pasar 
bisnis saat ini telah berkembang dengan pesat. Hal ini menunjukan bahwa peran 
serta fungsi bank telah berjalan dengan baik. Namun disamping itu ada beberapa 
masalah yang dihadapi, yakni pada saat membangun sebuah industri bisnis, 
masalah yang sering dihadapi masyarakat adalah kebutuhan akan sumber dana. 
Ketika suatu industri bisnis sudah tercukupi dana untuk kegiatan usahanya, maka 
dana tersebut akan dialokasiakan sebagai salah satu cara untuk memulai 
membangun usaha dan kegiatan operasionalnya. 
Sebagai lembaga keuangan, Bank memegang peranan penting di dalam 
kegiatan perekonomian saat ini. Bank sabagai intermediary financial atau 
lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dan 
penyaluran dana secara seimbang dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku. Untuk mencapai itu semua juga harus ada kejelasan sistim operasional 
perbankan yang berlaku. Disamping itu, Bank juga berfungsi sebagai lembaga 
intermediasi atau perantara keuangan untuk menghimpun dana dari pihak yang 
kelebihan dana (Surplus) untuk kemudian di pinjamkan kepada pihak yang 
kekurangan dana (Defisit) untuk kegiatan perekonomian (Muhammad, 2000 : 5). 
Bank syariah adalah bank yang dikembangkan berdasarkan syariah atau 
secara hukum islam, yakni berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits Nabi SAW. Usaha 
pembentukan sistem ini didasarkan larangan dalam agama islam untuk memungut 
20 
 
 
 
ataupun meminjam dengan sistim bunga, melainkan dengan sistim bagi hasil dan 
bagi umat islam ini merupakan suatu keinginan untuk mengaplikasikan konsep 
keuangan islami supaya menjadikan islam sebagai jalan hidupnya (Nugroho, 
2009). 
Peraturan mengenai Bank Syariah dijelaskan dalam UU no 21 tahun 2008 
tentang perbankan syariah, yang berisi : bank syariah merupakan bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pinsip syariah. Menurut jenisnya 
terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah. UU tersebut merupakan hasil perubahan dari UU No 10 tahun 
1998 yang pada tahun tersebut di anggap memberikan landasan hukum yang lebih 
kuat. 
Setelah semua sumber dana yang dihimpun terkumpul, dari pihak bank 
sendiri kemudian menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana 
dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan dana 
yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain (Defisit Unit) untuk 
mendukung investasi yang telah direncanakan (Nugroho, 2009).  
Pembiayaan sangat erat hubungannya dengan bisnis, karena bisnis 
merupakan aktifitas yang mengarah pada nilai tambah melalui proses penyerahan 
jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Pembiayaan sangat 
membantu para pelaku bisnis yang memiliki ketrampilan dibidangnya. Karena 
dengan adanya pembiayaan ini, para pebisnis bisa melakukan kegiatan bisnisnya 
berkat bantuan kerjasama antara pihak bank dan nasabah. Selain itu efek yang 
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diberikan dari kegiatan ini adalah usaha yang dimiliki para pelaku bisnis dapat 
berkembang lebih besar. 
Sedangkan fungsi pembiayaan dapat dikatakan sebagai pemenuhan jasa 
melayani akan kebutuhan masyarakat (to serve the society) yakni kegiatan untuk 
mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan konsumsi yang 
pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat (Firdaus, 2004 : 
65). 
Seiring dengan pesatnya perkembangan bank syariah dan jumlah asset dari 
bank syariah itu sendiri, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam tingkat 
risiko pembiayaan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh bank syariah ini adalah 
tingginya nilai NPF (Non Performing Financing) yang pada dasarnya disebabkan 
oleh adanya faktor intern dan ekstern (Mahmoedin, 2005). 
Demikian halnya dengan PT.BPRS Sukowati Sragen (Bank Syariah Sragen) 
yang berusaha untuk meningkatkan pangsa pasarnya sehingga produk yang 
dipasarkannya dapat terus di pertahankan, hal ini sangatlah penting mengingat 
salah satu sumber pendapatannya adalah dari produk murabahah. 
Murabahah didefinisikan sebagai penjualan barang seharga harga pokok 
(cost) barang tersebut ditambah dengan mark-up atau margin keuntungan yang 
disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu 
pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan 
yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut (Wiroso, 2015: 13). 
Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual 
menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga 
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pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atasnya laba dalam 
jumlah tertentu (Muhammad, 2008: 103). 
Bank syariah sragen dalam opersionalnya tidak sendirian, mereka 
menghadapi persaingan dari Bank Syariah yang produknya sejenis. Walaupun 
bank syariah sragen dalam perkembangannya dari waktu kewaktu mengalami 
peningkatan nasabah pada produk murabahah, seperti yang tertera pada gambar 
berikut ini : 
Gamabar 1.1. 
Tabel Jumlah Nasabah Produk Murabahah 
PT. BPRS Sukowati Sragen Kantor Cabang Boyolali 
2014-2016 
 
Tahun Jumlah Nasabah 
2014 200 
2015 126 
2016 172 
Sumber : Arsip Bank Syariah Sragen  
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada awal tahun 2014 
besarnya jumlah nasabah pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sukowati Sragen 
kantor cabang boyolali adalah 200 orang, kemudian mengalami penurunan 
menjadi 126 nasabah di tahun 2015 dan pada tahun 2016 menjadi 172 nasabah, 
hal ini menunjukan bahwa perkembangan nasabah pembiayaan produk murabahah 
di bank ini cenderung fluktuatif. 
Dalam kaitanya dengan permasalahan pembiayaan dengan akad murabahah 
di PT. BPRS Sukowati Sragen, Non Performing Financing merupakan salah satu 
faktor yang dapat digunakan untuk mensinyalir dan menganalisa adanya krisis 
perbankan, oleh karenanya dalam menganalisis faktor-faktor apa saja yang 
menentukan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan hal yang penting 
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dan substansial bagi stabilitas keuangan dan manajemen suatu bank (Martiningsih, 
2014). 
NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur risiko terhadap 
kredit yang disalurkan dengan cara membandingkan kredit macet dengan jumlah 
kredit yang disalurkan. Semakin tinggi nilai NPF maka semakin kecil pula 
perubahan labanya. Begitupula sebaliknya, jika nilai dari NPF itu sendiri rendah 
dan kurang dari 5% sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan bank 
indonesia 11/10/PBI/2009, maka dapat meningkatkan nilai profitabilitas bank itu 
sendiri. Prosentase NPF dalam ketentuan BI dibawah 5% dinyatakan bank 
tersebut tergolong sehat. 
Tingkat kesehatan bank sendiri menjadi salah satu indikator yang digunakan 
masyarakat dalam menilai kualitas suatu bank. Pembiayaan bermasalah 
merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah 
dalam suatu bank syariah. Tingkat NPF yang tinggi pada suatu bank syariah 
menunjukkan bahwa kualitas suatu bank yang tidak sehat. (www.bi.go.id/ diakses 
tanggal 13 Maret 2017). 
Berikut adalah klasifikasi NPF menurut Standar Operasional Prosedur PT. 
BPRS Sukowati Sragen yang telah disesuaikan dengan peraturan bank indonesia 
No.14/15/PBI/2012 yang berisi : 
1. Apabila nasabah mengalami tunggakan 1-3 bulan (pembiayaan  jangka 
waktu 1 tahun) maka terhitung lancar, di bank lain dinamakan DPK (dalam 
pengawasan khusus). 
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2. Apabila nasabah mengalami tunggakan 3-6 bulan (pembiayaan jangka 
waktu satu tahun ) maka terhitung kurang lancar. 
3. Apabila nasabah mengalami tunggakan tunggakan 6-12 bulan (pembiayaan 
jangka waktu satu tahun ) maka terhitung di ragukan. 
4. Apabila nasabah mengalami tunggakan tunggakan  12 bulan keatas 
(pembiayaan jangka waktu satu tahun ) maka terhitung macet. 
Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu 
pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan 
oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, 
resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan 
pembiayaan korporasi (Karim, 2010). 
Setelah adanya pembiayaan, pihak dari bank sendiri khususnya Remidial 
mengharapkan bahwa dana yang dipinjamkan debitur beserta bagi hasil dan 
margin akan dapat di lunasi  tepat  pada  waktunya. Oleh sebab itu, bank  selalu 
berupaya untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan kredit secara 
menyeluruh. Akan  tetapi  dalam  prakteknya  masih  sering  terjadi  kredit  
bermasalah,  dimana pemberian  fasilitas  kredit pada nasabah  yang 
membutuhkan mengalami masalah  yaitu kredit  yang  telah  dipinjamkan  tidak 
dapat  di  bayarkan  kembali  oleh  nasabah  tersebut kepada pihak bank seperti 
yang diperjanjikan.  
Adanya tunggakan  angsuran pembayaran kredit merupakan  masalah  
utama  terhadap  kelancaran  usaha  suatu perbankan. Karena  adanya  tunggakan  
pembayaran berarti pengembalian dana yang  seharusnya dapat kembali kepada 
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bank menjadi tersendat dan mengakibatkan bank sendiri tidak dapat memberikan 
kredit kepada debitur lainnya. Maka dari itu, peran remidial dalam hal ini sangat 
diperlukan dalam upaya menjaga likuiditas bank dan menekan tingkat kemacetan 
suatu pembiayaan bermasalah dalam perbankan. 
Berikut ini merupakan data tingkat pembiayan bermasalah yang terjadi 
dalam periode triwulan pada PT. BPRS Sukowati Sragen : 
Gamabar 1.2. 
Diagram Batang Tingkat Non Performing Financing 
Periode Triwulan PT. BPRS Sukowati Sragen 
2015-2016 
 
Sumber : www.bi.go.id/ diakses tanggal 13 Maret 2017 
Berdasarkan data yang di peroleh diketahui bahwa tingkat NPF mengalami 
pergerakan yang dinamis dan cenderung berubah. Diketahui bahwa tingkat NPF 
ada yang melebihi batas normal tingkat kesehatan suatu bank, yakni lebih 
daripada 5%. Dari data laporan keuangan tersebut diketahui bahwa pada periode 
triwulan 2015 tingkat NPF periode bulan maret sebesar 12,65%, periode bulan 
juni sebesar 14,16%, periode bulan september sebesar 8,97% dan pada akhir tahun 
yakni periode bulan desember turun menjadi 5,02%.  
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Kemudian dari laporan keuangan tersebut diketahui bahwa pada periode 
selanjutnya yakni pada periode triwulan tahun 2016 tingkat NPF periode bulan 
maret sebesar 4,63% ini merupakan posisi dimana bank sendiri berada diposisi 
aman karena tingkat NPF berada di bawah standar tingkat kesehatan bank yakni 
tidak lebih daripada 5%. Kemudian untuk periode selanjutnya yakni bulan juni 
terjadi kenaikan sebesar 6,54%, kemudian periode bulan september sebesar 7,81% 
dan ditutup pada akhir periode bulan desember sebesar 5,12%.  
Lonjakan pembiayaan bermasalah masih menghantui bank syariah. 
Berdasarkan data Otoritas jaksa Keuangan (OJK), lonjakan Non Performing 
Financing (NPF) di bank syariah telah melampaui batas maksimum 5%, yakni 
mencapai 5,54%. Hal ini tentu menjadi warning bagi pelaku bank syariah dalam 
menjaga kualitas kreditnya. 
Maybank Syariah kembali mencatatkan lonjakan kredit bermasalah 
sehingga NPF-nya melambung hingga 35,15%. Angka ini jauh diatas ambang 
batas yang diperbolehkan regulator. Selain Maybank Syariah, adalah Bank 
Victoria Syariah. NPF bank ini nyaris mendekati 10%, yakni mencapai 9,80%. 
Selanjutnya ada Bank Muamalat 7,11%, Bank BJB Syariah 6,93%, dan Bank 
Syariah Mandiri 6,06%. 
Di kelompok unit usaha syariah, rasio NPF tertinggi dialami oleh unit usaha 
syariah Bank Sumut dengan rasio NPF mencapai 16,59%. Kemudian ada unit 
usaha syariah Bank Kaltim dengan rasio NPF mencapai 7,91%. Selanjutnya 
adalah unit usaha syariah Bank Sumsel Babel dengan NPF 7,18%, Unit Usaha 
27 
 
 
 
Syariah Bank Riau Kepri dengan NPF 6,68% dan Unit Usaha Syariah Bank DKI 
dengan NPF 6,13%. 
Menurut data birI, rata-rata NPF Gross dari Unit Usaha Syariah bank masih 
terkendali, yakni 3,03%. Sementara rata-rata  NPF Gross bank umum syariah 
lebih rendah lagi, yakni mencapai 2,18%. Dengan asumsi ekonomi makro yang 
prospeknya diperkirakan membaik, diharapkan akan ada perbaikan kualitas kredit 
dari bank-bank syariah, sehingga rapor kinerjanya tahun ini diharapkan bisa lebih 
baik (Infobanknews.com/diakses 09 Maret 2017) 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009, menetapkan batas 
maksimum NPF bagi Bank Syariah adalah sebesar 5%. Berdasarkan data yang di 
peroleh di ketahui bahwa tingkat pergerakan NPF masih cenderung berubah dan 
Fluktuatif. Sebagaimana diketahui bahwa apabila tingkat NPF lebih dari 5% maka 
suatu bank dikatakan dalam keadaan tidak sehat seperti yang terjadi pada PT. 
BPRS Sukowati Sragen ini yakni 5,12%.  
Namun dilihat dari perkembanganya tingkat NPF pada bank ini mengalami 
pergerakan yang cenderung fluktuatif, karena pada setiap periodenya cenderung 
mengalami pergerakan naik turun, oleh sebab itu dari pihak bank sendiri 
khususnya remidial memiliki peran penting dalam hal menekan tingginya angka 
pembiayaan bermasalah pada bank ini. 
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud mengadakan 
penelitian dengan judul : ANALISIS PERAN REMIDIAL DALAM 
MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH SERTA CARA 
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PENYELESAIANNYA PADA PT. BPRS SUKOWATI SRAGEN KANTOR 
CABANG BOYOLALI. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan 
permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah tingginya tingkat pembiayaan 
bermasalah (pembiayaan dengan akad murabahah) pada PT. BPRS Sukowati 
Sragen adalah sebesar  5,12% per Desembaer 2016 seperti yang diketahui bahwa 
batas maksimum tingkat pembiayaan bermasalah adalah sebesar 5%. Sedangkan 
menurut Otoritas Jasa Keuangan tingkat NPF bank syariah di indonesia pada 
umumnya telah melampaui batas maksimum, yakni mencapai 5,54%. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi pada permasalahan 
sebagai berikut : 
1. Penelitian ini  penulis hanya fokus pada pembahasan realisai pembiayaan 
dalam hal pembiayaan murabahah. 
2. Obyek penelitian hanya fokus pada PT. BPRS Sukowati Sragen Kantor 
Cabang Boyolali. 
3. Fokus analisis pada penelitaian hanya membahas analisis keterkaitan peran 
remidial dalam mengatasi pembiayaan bermasalah (akad murabahah) serta 
cara penyelesaiannya pada PT. BPRS Sukowati Sragen Kantor Cabang 
Boyolali. 
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1.4. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat 
mengidentifikasikan rumusan masalah yang akan di teliti sebagai berikut : 
1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah 
bermasalah pada PT. BPRS Sukowati Sragen? 
2. Bagaimana cara penyelesaian penanganan pembiayaan murabahah  
bermasalah pada PT. BPRS Sukowati Sragen? 
3. Bagaimana keterkaitan peran remidial dalam penanganan pembiayaan 
murabahah bermasalah pada PT. BPRS Sukowati Sragen? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pemaparan di atas adapun tujuan dari penelitain ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan 
bermasalah pada PT. BPRS Sukowati Sragen. 
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian penanganan pembiayaan bermasalah 
pada PT. BPRS Sukowati Sragen. 
3. Untuk mengetahui keterkaitan peran remidial dalam penanganan 
pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. BPRS Sukowati Sragen. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat di peroleh dari di lakukannya penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
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1. Bagi penulis 
Hasil penulisan ini dapat memperluas wawasan tentang dunia perbankan 
syariah yakni tentang masalah yang dihadapi dalam pembiayaan bermasalah 
serta cara penyelesaiannya sehingga dapat menerapkan teori yang diperoleh 
untuk diterapkan secara langsung pada kasus yang nyata. 
2. Bagi Perusahaan 
Dari hasil penelitian ini diharapkan bahwa perusahaan mampu menekan 
jumlah resiko pembiayaan bermasalah dengan cara bekerjasama dengan 
semua pihak yang terlibat dan menguatkan kosolidasi dengan remidial. 
3. Bagi Pihak Lain 
Bagi  pembaca  dan  peneliti  lain, dapat  menambah  wawasan  dan 
pengetahuan tentang perbankan khususnya dalam hal pembiayaan 
bermasalah, serta hasil penelitian ini diharapkan juga dapat  dijadikan  
bahan  referensi  bagi  lembaga  pendidikan ataupun mahasiswa yang 
sedang melakukan penelitian dengan masalah yang serupa. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kantor PT. BPRS Sukowati (Bank Syariah 
Sragen) kantor cabang boyolali pada bulan Maret sampai dengan Juli 2017.  
 
1.8. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan dari penelitian kualitatif lapangan ini adalah 
sebagai berikut : 
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BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas deskripsi konseptual fokus dan subfokus 
penelitian, beserta hasil penelitian yang relevan. 
BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas desain penelitian, subyek penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data, validitas dan reabilitas data. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi data yang digunakan dalam penelitian beserta 
analisisnya sesuai dengan rumusan masalah yang penulis tentukan 
agar terjawab segala permasalahan yang tertuang dalam penelitian ini. 
BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran dari 
penulis untuk penyelesaian masalah tersebut. 
DARTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1 Pengertian Pembiyaaan 
Dalam perbankan dikenal istilah kerdit, yang dimaksud dengan kredit 
adalah sama dengan pembiayaan di perbankan syariah. Dalam arti sempit, 
pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan kegiatan pendanaan yang dilakukan 
oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan 
secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan 
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 
maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2005: 304).  
Menurut Haris (2013: 61), prinsip analisa pembiayaan yang digunakan 
dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan, seorang petugas bagian 
pembiayaan pada perbankan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang 
berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Dalam lembaga 
perbankan, prinsip penilaian tersebut dikenal dengan unsur 5C. 
Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C yaitu : 
a. Character 
Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima 
pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa 
penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.  
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b. Capacity 
Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan 
untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi 
penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di 
lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta 
metode kegiatan.  
c. Capital 
Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon 
penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara 
keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada 
komposisi modalnya. 
d. Collateral 
Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini 
bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan 
pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti 
dari kewajiban.  
e. Condition 
Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat 
secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang 
dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi 
eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima 
pembiayaan. 
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Selain itu pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu untuk 
memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 
merupakan defsit unit (Antonio, 2001: 160). Kemudian di jelaskan dalam UU no. 
21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelasakan bahwa 
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berupa : 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 
b. Transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk 
ijarah muntahiya bittamlik. 
c. jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna. 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. 
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa. 
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah, Unit Usaha 
Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas 
dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pengertian pembiayaan sangat erat 
hubunganya dengan bisnis, bisnis merupakan aktifitas yang mengarah pada nilai 
tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang 
(produksi).  
Pembiayaan  sangat membantu para pelaku bisnis yang memiliki 
kemampuan dibidangnya, dengan adanya pembiayaan ini usaha yang dimiliki para 
pelaku bisnis dapat berkembang lebih besar. Pembiayaan pada sektor riil sangat 
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berpengaruh pada tingkat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat (Juklak Suport 
Penanaman Dana, 2005). 
Seperti yang telah disebutkan diatas, dengan adanya pembiayaan serta 
tersedianya  dana akan meningkatan usaha yang nantinya dapat meningkatkan 
ekonomi umat. Menurut sifat penggunaanya pembiayaan dapat di bedakan 
menjadi 2 yaitu (Juklak Suport Penanaman dana, 2005) : 
a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan produksi. Selain itu juga untuk peningkatan usaha, baik usah 
produksi, perdagangan, maupun investasi. Contoh : Pembiayaan modal 
kerja, pembiayaan guna peningkatan produksi dan untuk keperluan 
perdagangan. 
b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsi. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna 
dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh : pembiayaan guna membeli rumah, 
mobil dan sebagainya. 
Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan kegiatan 
pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada 
nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu 
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 
baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2005: 
304). 
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Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian 
fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit 
unit (Antonio, 2001: 160). Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang 
Perbankan menyatakan  bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah, UUS dan 
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk 
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, 
tanpa imbalan, atau bagi hasil (UU No.21 tahun 2008). 
Menurut Kasmir (2012: 122), Dalam pembiayaan memiliki beberapa 
fungsi  yang sangat beragam, karena keberadaan bank syariah yang menjalankan 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan 
dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan 
lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :  
a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem 
bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. 
b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional 
karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank 
konvensional. 
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c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh 
rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. 
Pembiayaan merupakan sebagian besar asset dari bank syariah sehingga 
pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada 
Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam 
melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan 
prinsip kehati-hatian.  Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan 
Syariah yang dimaksud dengan  prinsip kehati-hatian adalah pedoman 
pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, 
kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Menurut Yahman dan Usanti (2011: 136), bahwa yang dimaksud dengan 
prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten dan penerapan 
prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank. 
Sebagaimana disebutkan Anshori (2007: 65), dan disesuaikan dengan Pasal 
4 Undang-Undang Perbankan Syariah tentang keberadaan bank syariah disamping 
sebagai lembaga intermediasi seperti halnya bank konvensional yaitu 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat juga berfungsi sosial.  
Secara garis besar kegiatan operasional Bank Syariah dibagi menjadi 3 
kategori (Muhammad, 2000: 66) yaitu : 
1. Kegiatan penghimpunan dana (funding) 
Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui 
mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, 
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tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro 
berdasarkan pada akad wadiah dan tabungan dan giro yang didasarkan pada 
akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad 
mudharabah. 
2. Kegiatan penyaluran dana (lending) 
Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (lending) dapat ditempuh 
bank dalam bentuk mudharabah, murabaha, musyarakah, ijarah ataupun 
qardh. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam 
bentuk margin keuntungan untuk murabaha, bagi hasil untuk mudharabah 
dan musyarakah, sewa untuk ijarah serta biaya administrasi untuk qardh. 
3. Jasa Bank 
Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi 
(kafalah), letter of credit (L/C), hiwalah, wakalah dan jual beli valuta asing. 
Perwujudan prinsip kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan 
sebagaimana pada Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada Pasal 23 
(1) Undang-Undang Perbankan syariah mengatur bahwa “Bank syariah dan/atau 
UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah 
Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. 
Pada Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah diatur bahwa “Dalam 
memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha  lainnya, Bank Syariah 
dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan 
UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”, sehingga bank 
syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan atas 
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kemauan dan kemampuan dari nasabah penerima fasilitas. Adapun tujuan dari 
diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam 
keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan likuid, solvent dan 
menguntungkan (profitable).  
Sedangkan menurut Kasmir, (2004 : 91-95) menyatakan bahwa ada 
beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 7 P 
yakni : 
a. Personality 
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah 
lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, personality juga mencakup 
emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapu suatu 
masalah 
b. Party 
Yaitu golongan mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi 
tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal kerja, loyalitas serta 
karakternya. 
c. Perpose 
Yaitu untuk mengetahui tujuan  nasabah dalam mengambil kredit 
yang diinginkan nasabah. 
d. Prospect 
Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang 
apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai 
prospek atau sebaliknya. Hal ini penting jika statusfasilitas kredit yang 
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dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi 
melainkan juga nasabah. 
e. Payment 
Merupakan usuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit 
yang telah diambil atau dari sumber manasaja dana untuk pengembalian 
kredit yang diperolehnya. 
f. Prfofitability 
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mecari 
laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama 
atau akan semakin meningkat, ditambah dengan tambahan kredit yang 
akan diperolehnya dari bank. 
g. Protection 
Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang di keluarkan oleh 
bank namun melalui satu perlindungan barang maupun asuransi. 
 
Berikut ini merupakan prosedur pembiayaan menurut Standar Operasional 
Prosedur PT. BPRS Sukowati Sragen : 
1. Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada PT. BPRS 
Sukowati Sragen. 
2. Bagian administrasi dan legal pembiayaan menerima permohonan 
pembiayaan dari nasabah dan meregistrasikan kedalam buku register. 
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3. Administrasi dan legal pembiayaan menyerahkan berkas permohonan 
kepada Account Officer (AO) berdasarkan catatan dalam buku register 
yang dilanjutkan kepada AO yang membidangi. 
4. Kadiv dan legal pembiayaan meneliti permohonan nasabah samapai sejauh 
mana dapat memenuhi standart kriteria yang ditetapkan perusahaan. 
5. Account Officer sponsor menerima permohonan pembiayaa nasabah dari 
kabag pembiayaan atau pemimpin cabang untuk diproses. 
6. Bagian administrasi dan dokumentasi pembiayaan mengatur menetapkan 
tanggal rapat. 
7. Komite pembiayaan menyetujui proposal pembiayaan dengan 
menandatangani memorandum. 
8. Bagian administrasi dan dokumentasi pembiayaan memproses 
memorandum pembiayaan tersebut. 
9. Apabila komite pembiayaan menyetujui sepenuhnya proposal pembiayaan 
tersebut dengan ditandatangani, kemudian AO memberi surat persetujuan 
yang diregistrasi oleh administrasi. 
10. Kirim surat persetujuan kepada nasabah rangkap dua dan nasabah tanda 
tangan di atas materai. 
11. Serahkan tindasan atau copy surat persetujuan yang telah di tanda tangani 
nasabah kepada bagian administrasi dan dokumentasi pembiayaan. 
12. Bagian administrasi dan dokumentasi pembiayaan menerima copy surat 
persetujuan dan dokumentasi dari AO. 
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13. Teliti nasabah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan komite 
pembiayaan. 
14. Apabila persyaratan sudah dipenuhi bagian administrasi dan dokumentasi 
pembiayaan melakukan peningkatan dengan pedoman pada peraturan 
pembiayaan. 
 
2.1.2 Murabahah 
 Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 
Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam 
murabahah ditentukan beberapa required rate of profit (keuntungan yang ingin 
diperoleh) (karim,2004:189). 
Murabahah didefinisikan sebagai penjualan barang seharga harga pokok 
(cost) barang tersebut ditambah dengan mark-up atau margin keuntungan yang 
disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu 
pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan 
yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut (Wiroso, 2015: 13). 
Menurut Standar Operasional Prosedur pada PT. BPRS Sukowati (Bank 
Syariah Sragen) Pembiayaan Murabahah dapat dijelaskan sebagai berikut :  
1. Merupakan fasilitas yang diberikan dalam bentuk talangan dana untuk 
pembelian barang dan menyelesaiakan  pembiayaan harga barang dari dana 
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BPRS untuk kepentinan nasabah yang pembiayaan dananya dilakukan secara 
sekaligus. 
2. Sifat pembayaran ini merupakan transaksi jual beli yang menimbulkan 
piutang penjualan dari menjual sesuatu dan menyegerakan penyerahan 
barangnya kepada pembeli (debitur) dengan cara ditangguhkan pembayaran 
harganya sampai waktu yang ditetapkan. 
3. Pembiayaan ini mensyaratkan harga beli barang dikenakan terlebih dahulu 
margin, sehingga menjadi harga baru untuk kemudian menjadi hutang yang 
harus dilunasi. 
4. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah perorangan atau BPRS lain yang 
ditunjukkan untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja investasi atau 
konsumtif. 
Menurut Muhammad, (2008:103) Murabahah merupakan akad jual beli atas 
barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang 
diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian 
mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu. 
1. Definisi Murabahah 
Adapun definisi dari murabahah sendiri dapat disebutkan sebagai berikut : 
a. Fiqih 
Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual 
menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga 
pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya 
keuntungan dalam jumlah tertentu. 
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b. Teknis Perbankan 
Menurut teknis perbankan murabaha sendiri dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
1) Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang 
ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. 
2) Berdasarkan akad jual beli tersebut, bank membeli barang yang 
dipesan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah. 
Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah dengan 
keuntungan yang disepakati. Bank harus memberi tahu secara jujur 
harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.  
Jenis Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau 
tanpa pesanan. Dalam Murabahah berdasrkan pesanan, bank 
melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. 
Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak 
mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. 
Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. 
2. Ketentuan- ketentuan Murabahah 
a. Ketentuan tentang Murabahah (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000). 
1) Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah : 
a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 
riba. 
b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah 
islam. 
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c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya. 
d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang. 
f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli plus 
dengan keuntunganya. Dalam kaitanya bank harus memberi tahu 
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya 
yang diperlukan. 
g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. 
h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah berupa pengikatan jaminan atau asuransi. 
i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli 
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, 
menjadi milik bank. 
2) Ketentuan Murabahah kepada nasabah 
a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 
barang atau aset kepada bank. 
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b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 
pedagang. 
c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima  (membelinya) sesuai dengan perjanjian 
yang telah disepakatinya. Karena secara hukum perjanjian 
tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat 
kontrak jual beli. 
d) Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat mentandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 
rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
b. Jaminan dalam Murabahah 
1) jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 
dipegang. 
c. Hutang dalam Murabahah 
1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitanya dengan transaksi yang dilakukan 
nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah 
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menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia 
tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. 
2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya. 
3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus 
tetap menyelesaiakn hutangnya kepada bank sesuai dengan 
kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran 
atau meminta kerugian itu di perhitungkan. 
d. Penundaan pembayaran dalam murabahah 
1) nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian hutangnya. 
2) jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika 
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbritase Syariah. Setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
e. Bangkrut dalam Murabahah 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, 
bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau 
berdasrkan kesepakatan. 
f. Uang Muka Murabahah (Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000) 
1) Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari‟ah 
(LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah 
pihak bersepakat. 
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2) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. 
3)  Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus 
memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. 
4) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta 
tambahan kepada nasabah. 
5) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus 
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. 
g. Diskon Murabahah (Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000) 
1) Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati 
oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qîmah) benda yang 
menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. 
2) Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang 
diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 
3) Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, 
harga sebenarnya adalah harga setelah diskon karena itu, diskon 
adalah hak nasabah.  
4) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut 
dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam 
akad. 
5) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan 
dan ditandatangani. 
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h. sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (fatwa 
DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000). 
1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan 
LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda 
pembayaran dengan disengaja. 
2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force 
majeur tidak boleh dikenakan sanksi. 
3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya 
boleh dikenakan sanksi. 
4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah 
lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 
5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan 
atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 
6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. 
i. Potongan pelunasan dalam Murabahah (Fatwa DSN No.23/DSN-
MUI/III/2002). 
1) Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan 
pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah 
disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran 
tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. 
2) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan 
dan pertimbangan LKS. 
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j. Ketentuan ganti Rugi (Ta‟widh) PBI 7/46 
1) Bank dapat mengenakan ganti rugi atau ta’widh hanya atas kerugian 
riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang 
dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang 
menyimpang dari ketentuan akad dan akan mengakibtkan kerugian 
bank. 
2) Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah 
sesuai nilai kerugian riil (Real Loss) yang berkaitan dengan upaya 
bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian 
yang diperkirakan akan terjadi (potential Loss) karena adanya peluang 
yang hilang (opportunity loss). 
3) Klausal pengenaan ganti rugi harus di teteapkan secara jelas dalam 
akad dan di pahami oleh nasabah. 
4) Besarnya ganti rugi atas kerugian riil di tetapkan berdasarkan 
kesepakatan antara bank dengan nasabah. 
3. Aspek Teknis 
a. Implementasi  
1) Tujuan jual beli  
Akad murabahah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasbah 
melakukan pembelian dalam rangka memnuhi kebutuhan akan : 
a) Barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat 
rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses 
pembangunan). 
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b) Pengadaan barang dagangan. 
c) Bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk 
proses produksi). 
d) Barang modal seperti pabrik, mesin, dan sejenisnya. 
e) Barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan di 
setujui bank. 
2) Bank  
a) Bank di perbolehkan menentukan supplier atas barang yang di beli 
nasabah. 
b) Bank menerbitkan purchase order (PO) dan delivery order (DO) 
sesuai kesepakatan dengan nasabah kepada supplier agar barang 
tersebut dikirimkan kepada nasabah. 
c) Bank akan mentransfer uang pembelian barangg langsung kepada 
penjual atau supplier. 
d) Proses pengadaan barang murabahah (aktiva murabahah) harus 
dilakukan oleh pihak bank. 
e) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 
setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank maka terlebih 
dahulu di buat akad wakalah. 
3) Nasabah 
a) Nasabah harus cakap hukum. 
b) Mempunyai kemampuan untuk membayar. 
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4) Harga Jual Bank 
a) Ketentuan harga jual bank ditetapkan pada awal perjanjian dan 
tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaraan angsuran, 
terrmasuk jika dilakukan perpanjangan. 
b) Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 
nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
c) Apabila nasabah memberikan uang muka (urbul), maka uang muka 
nasabah tersebut diperlakukan sebagai pengurang hutang nasabah 
(piutang murabahah). Namun demikian akad jual beli yang di buat 
antara bank dengan nasabha tetap berprdoman kepad harga jual beli 
awal yang telah disepakati. 
d) Bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Dalam 
murabahah, uang muka harus dibayarkan nasabah kepada bank, 
bukan kepada pemasok. Uang muka menjadi pelunasan piutang 
murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan (tidak 
diperkenankan sebagai pembayaran angsuran). Tetapi apabila 
murabahah batal, uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah 
di kurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara lain : 
(1) Potongan uang muka bank oleh pemasok. 
(2) Biaya administrasi. 
(3) Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya. 
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5) Jangka Waktu 
Jangka waktu murabahah di tentukan oleh kebijakan bank dalam bentuk 
SK direksi. 
6) Denda Kepada Nasabah 
Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat 
memenuhi kewajiban piutang murabahah dengan indikasi antara lain : 
a) Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak 
melakukan pembayaran piutang murabahah. 
b) Adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dana 
tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain. 
c) Pengenaan dan besarnya denda ditentukan oleh bank dalam bentuk SK 
direksi. 
d) Pengenanan denda harus dituangkan dalam surat penawaran (Offering 
Letter) dan akad baik ta’zir maupun tawidh. 
e) Pengakuan denda dapat berupa ta’zir dan atau ta’widh. 
7) Potongan 
a) Apabila setelah akad transaksi murabahah, pemasok memberikan 
potongan harga atas barang yang dibeli oleh bank dan telah dijual 
kepada nasabah, maka potongan harga tersebut hak nasabah. 
b) Bank dapat memberi potongan harga (muqossah), apabila nasabah 
melakukan pelunasan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang 
telah disepakati, dengan syarat tidak di perjanjikan dalam akad dan 
besarnya potongan di tetapkan oleh komite penyaluran dana. 
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8) Komisi 
Dalam hal pemasok memberikan komisi atas pembelian barang oleh bank 
maka menjadi hak bank. 
9) Jaminan 
Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan atas piutang 
murabahah. 
10) Lain-lain 
a) Nasabah dapat dibebani biaya administrasi dan biaya lainnya, seperti 
biaya notaris, asuransi, dan lain-lain. 
b) Apabila dikemudian hari nasabah tidak mempunyai kemampuan untuk 
membayar maka, penyelesaiannya diputuskan oleh komite penyaluran 
dana. 
b. Dokumentasi 
1. Surat persetujuan prinsip (Offering Letter) 
2. Akad jual beli. 
3. Perjanjian pengikatan jaminan. 
4. Surat permohonan realisasi murabahah. 
5. Tanda terima uang untuk akad wakalah. 
6. Tanda terima barang yang ditandatangani nasabah. 
4. Aspek Administrasi 
a. Realisasi Penyaluran Dana  
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Transaksi jual beli murabahah akan dicairkan setelah akad perjanjian 
jual beli murabahah ditandatangani dan bank telah menerima dokumen 
bukti transaksi dan penyerahan (barang yang dimaksud dalam akad) dari 
supplier dari nasabah selaku wakil bank.  Harga pembelian barang kepada 
supplier tersebut dibayarkan langsung oleh bank kepada supplier, 
sedangkan nasabah( pembeli) menandatangani tanda terima barang yang di 
beli dari bank dengan pembayaran secara tangguh. 
b. Kewajiban Nasabah 
1) Bank berhak meminta dan memperoleh surat kuasa dari nasabah untuk 
mendebit rekening nasabah kepada bank guna pembayaran kewajiban 
(angsuran) pada setiap saat kewajiban jatuh tempo. 
2) Jika nasabah melakukan pembayaran uang muka, kewajiban nasabah 
adalah sebesar harga jual dikurangi dengan uang muka (uang muka 
sebagai pengurang piutang kepada nasabah dan tidak di perkenankan 
sebagai pembayaran angsuran pertama). 
3) Secara prinsip penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitannya den gan transaksi lain yang dilakukan 
nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut, yaitu sebesar harga 
jual barang. Jika nasabah menjal kembali barang tersebut dengan 
keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan 
hutangnya kepada bank. 
c. Pendapatan 
1) Pendapatan murabahah diakui pada saat pembayaran. 
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2) Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini di 
tanggung oleh nasabah dan diakui sebagai pendapatan bank. 
3) Apabila terdapat uang muka dalam transaksi murabahah berdasrkan 
pesanan, maka keuntungan murabahah didasarkan pada porsi harga 
barang yang di biayaai oleh bank (Harga perolehan barang dikurangi 
uang muka). 
4) Apabila transaksi murabahah pembayaraannya dilakukan secara 
angsuran atau tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan 
secara proporsional. 
5) Apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran lebih kecil dari 
kewajibannya maka, pengakuan pendapatan dilakukan secara 
proporsional antara pokok dari  margin. 
d. Lain-lain 
Biaya asuransi barang ditanggung oleh nasabah (musytari). 
2.1.3 Pembiayaan Bermasalah 
Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009: 43), menjelaskan bahwa dalam 
kegiatan menyalurkan pembiayaan oleh bank mengandung resiko (credit risk) 
yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan usaha bank, likuiditas, 
rentabilitas (profitabilitas), serta solvabilitas bank yang sangat mempengaruhi 
keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan pembiayaan bank yang juga 
secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kegiatan ekonomi 
suatu negara. 
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Resiko pembiayaan adalah resiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah 
(pihak lawan) dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, pembiayaan bermasalah 
adalah Non Performing Financing (NPF) rasio antara pembiayaan yang 
bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. 
Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan pembiayaan yang kategori 
kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan 
diragukan dan pembiayaan macet (Dendawijaya, 2009: 82) 
Non performing financing (NPF) adalah pinjaman yang mengalami 
kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesenjangan 
dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali debitur 
(siamat, 2005: 175). 
Non Performing financing (NPF) pada dasarnya ketika semakin tinggi 
angka prosentasenya maka profitabilitas akan akan semakin turun. Jika 
pembiayaan bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar 
berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif sehingga laba yang diperoleh 
juga besar yang berakibat modal bank kemungkinan negatif sehingga laba yang 
diperoleh menjadi terganggu (Abdullah, 2005: 114).  
Sedangkan karakteristik perhitungan Non Performing Financing (NPF) 
dapat dirumuskan sesuai SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Maret 2004 adalah sebagai 
berikut : 
NPF =    Total Pembiayaan Bermasalah  x 100% 
  Total Pembiayaan 
 
NPF adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan 
kepada bank, dengan kata lain NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada 
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bank syariah. NPF diketahui dengan cara menghitung pembiayaan bermasalah 
dikurangi PPAP dibagi dengan Total penyediaan dana. PPAP adalah penyisihan 
Penghapusan Aktifa Produktif sesuai dengan ketentuan tentang PPAP yang 
berlaku bagi bank syariah. 
Mengingat sebagian besar bank melakukan pemberian pembiayaan sebagai 
bisnis utamanya, Saat ini sejarah menunjukan bahwa resiko pembiayaan 
bermasalah merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank 
memburuk karena nilai kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga 
mengurangi modal bank secara cepat. Indikator yang menunjukan kerugian akibat 
resiko pembiayaan adalah tercermin dari besarnya Non Performing Financing 
(NPF). NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total 
pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. 
Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak dapat memperoleh kembali 
cicilan pokok dan margin dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang 
sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah adalah 
terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena 
terlalu di tuntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, Sehingga penilaian 
pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko 
usaha yang dibiayainya (Prasadhita, 2013: 40). 
Non performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan 
salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Menurut Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000), disebutkan bahwa 
kredit atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran 
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pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang 
pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas dapat 
didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-
sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan 
kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.  
Non Performing Financing pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan 
ekstern. Faktor internal dapat berupa ketidakmampuan dalam mengelola usaha 
(mismanagement) dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan 
pemberian pembiayaan (Mahmoedin, 2004: 52). 
Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu 
pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan 
oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, 
resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan 
pembiayaan korporasi (Karim, 2010: 260). 
Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi 
oleh setiap bank, karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit. 
Resiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan 
(counterparty) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber 
dari berbagai aktivitas  fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan 
tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat 
dalam buku bank (Firdaus, 2003: 56). 
Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang 
buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidak 
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mauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah 
disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank 
bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk 
collateral tetapi juga karakter dari debitur (Tampubolon, 2004: 24). 
Berkaitan dengan pembiayaan di bank Syariah, dalam melakukan penilaian 
permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan 
beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon 
nasabah, sehingga bisa mengurangi ringkat pembiayaan bermasalah calon nasabah 
Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C. 
Berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan Bank Indonesia pembiayaan 
bermasalah dikatagorikan menjadi 3 kelompok yaitu (Ismail, 2011: 123) : 
1. Pembiayaan kurang lancar 
Pembiayaan kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami 
tunggakan. Pembiayaan yang tergolong kurang lancar terjadi apabila : 
a. Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami 
penundaan pembayarannya 90 hari sampai dengan kurang 180 hari. 
b. Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk. 
c. Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank. 
2. Pembiayaan diragukan 
Pembiayaan diragukan apabila mengalami penundaan pokok pembayaran 
dan atau bunga (dalam bank konvensional). Pembiayaan tergolong 
diragukan apabila : 
a. Penunadaan pembayaran pokok antara 180 hari hingga 270 hari. 
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b. Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk. 
c. Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya. 
3. Pembiayaan macet 
Pembiayaan macet merupakan pembiayaan yang menunggak melampaui 
270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas pembiayaan 
macet tersebut.  
2.1.4 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 
Resiko pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang paling krusial dalam 
dunia perbankan. Hal ini dikarenakan, kegagalan bank dalam mengelola risiko ini 
dapat memicu munculnya risiko likuiditas, suku bunga, penurunan kualitas aset 
dan risiko-risiko lainnya. Dalam tingkat risiko pembiayaan bermasalah 
yangdimiliki bank, memliki efek negatif bagi kualitas aset yang diinvestasikan 
(Khan, 2008: 140). 
Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang ada di bank 
menurut Kasmir (2003: 102) yaitu: 
1. Dari Pihak Perbankan 
Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek 
kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan 
perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang harusnya 
terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula 
terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga 
dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif. 
2. Dari Pihak Nasabah 
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Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah itu sendiri diakibatkan 
adanya 2 hal, yaitu: 
a. Adanya Unsur Kesengajaan 
Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada 
bank sehingga kredit yang diberikan menjadi bermasalah. 
b. Adanya Unsur Ketidaksengajaan 
Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak 
mampu mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu dikarenakan 
usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya kebanjiran atau 
kebakaran. 
2.1.5 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
Landasan yang dijadikan pedoman pada saat terjadi pembiayaan bermasalah 
disebutkan dalam Al- Qur‟an yakni : 
1. Surat Al Maidah (5) : 1 
                            
                          
 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya”(QS. Al Maidah (5): 1). 
 
2. Surat Al Isra (17) : 34 
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                        
               
 
“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 
yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; 
Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya” (QS. Al 
Isra (17): 34). 
 
3. Surat Al Imran (3) : 159 
                      
                          
                
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad,  maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya” (QS. Al Imran (3): 159). 
 
Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam 
golongan kurang lancar (Golongan III), diragukan (Golongan IV), dan macet 
(Golongan V) (Wangsawidjaja, 2012: 90). Sedangkan menurut Surat Edaran Bank 
Indonesia Nomor 9/24/DPbs Tahun 2007 Tentang Sistem Penilaian Kesehatan 
Bank berdasarkan prinsip syariah, Non Performing Financing adalah pembiayaan 
yang terjadi ketika pihak debitur (mudharib) karena berbagai sebab, tidak dapat 
memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman). 
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Menurut Muhammad (2000: 166), kebijakan bank dalam penyelesaian 
pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut : 
1. Pendekatan Pembiayaan Bermasalah 
Pendekatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara sebagai 
berikut : 
a. Bersifat terbuka 
Bank harus transparan dan obyektif jika terdapat penyaluran dana dan 
pembiayaan yang bermasalah. 
b. Penangan secara dini 
Penanganan penyaluran dana dalam pembiayaan bermasalah juga 
harus dilakukan secara dini, agar mudah dilakukan upaya 
penyelesaiannya. 
c. Tidak melakukan penyelesaian dengan cara plafondering 
Bank dilarang melakukan plagfondering terhadap penyaluran dana 
dalam bentuk piutang jual beli yang terindikasi bermasalah dengan 
cara menambahkan margin yang tertunggak dan pokok menjadi harga 
beli baru. 
d. Tidak melakukan pengecualian  
Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian 
penyaluran dana dalam pembiayaan bermasalah kepada pihak yang 
terkait dengan bank dan nasabah besar tertentu. 
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2. Penyaluran Dana dalam Pengawasan Khusus 
Dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan secara dini terhadap 
penyaluran dana yang akan atau diduga akan merugikan bank, maka harus 
dilakukan pengawasan secara khusus, yang sekurang-kurangnya mencakup 
langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Pejabat bank yang berwenang menyusun klarifikasi kualitas 
penyaluran dana yang tergolong lancar (pass), kurang lancar 
(substandard), Diragukan (doubtful), dan Macet (loss) dan 
memberikan catatan untuk penyaluran dana yang kolektabilitasnya 
masih tergolong lancar namun terindikasi memburuk. 
b. Penentuan kolektabilitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang 
diterapkan oleh Bank Indonesia. 
c. Dalam penetapan kolektabilitas tersebut, tidak akan dilakukan 
pengecualian terutama penyaluran dana kepada pihak-pihak yang 
terkait dengan bank dan para nasabah besar tertentu. 
3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
Dalam melakukan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah adapun 
proses yang harus dilakukan antara lain : 
a. Proses penyelesaian bank dalam menyelesaikan penyaluran dana dalam 
pembiayaan bermasalah dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
1) Inventarisisasi nasabah penyaluran dana bermasalah, antara lain : 
a) Melihat kondisi usaha. 
b) Melihat data historis pemenuhan kewajiban nasabah. 
66 
 
 
 
c) Mengecek kondidi jaminan secara fisik dan aspek legalnya. 
d) Analisis terhadap nasabah penyaluran dana bermasalah. 
e) Melakukan analisis terhadap penyebab timbulnya penyaluran dana 
bermasalah. 
f) Melakukan analisis usaha. 
g) Melakukan analisis yuridids. 
h) Menilai kembali jaminan. 
i) Melakukan tindakan pembinaan. 
j) Melakukan tindakan administratif berupa surat peringatan. 
k) Melakukan kunjungan. 
l) Melakukan pembinaan administrasi manajemen. 
2) Restrukturisasi 
a) Rescheduling 
Merupakan kegiatan penjadwalan kembali dengan cara memperpanjang 
waktu jatuh tempo yang dilakukan dengan cara : 
(1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan 
Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah 
jangka waktu pemiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu 
pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur 
mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. 
(2) Memperpanjang jangka waktu angsuran 
Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu 
pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya 
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diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 
kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil 
seiring dengan penambahan jumlah angsuran. 
b) Reconditing 
Dilakukan dengan cara melakukan persyaratan kembali baik dari 
jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran dan pemberian 
potongan piutang tanpa menambah sisa kewajiban nasabah. Dengan 
cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti : 
(1) Penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu 
Dalam hal penundaan pembayaran marjin sampai waktu 
tertentu, maksudnya hanya marjin yang dapat ditunda 
apembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus 
dibayar seperti biasa. 
(2) Penurunan margin 
Penurunan marjin dimaksudkan agar lebih meringankan beban 
nasabah. Sebagai contoh jika margin per tahun sebelumnya 
dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung 
dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan margin akan 
mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, 
sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. 
(3) Pembebasan margin 
Dalam pembebasan marjin diberikan kepada nasabah dengan 
pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar 
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pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai 
kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. 
c) Restructuring 
Merupakan cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan melakukan 
penataan kembali baik dari segi penambahan dana dan konversi akad 
pembiayaan. 
3) Monitoring atas pelaksanaan pembinaan 
a) On desk monitoring. 
b) On site monitoring. 
4) Eksekusi jaminan, (khusus untuk produk bagi hasil) hanya dapat 
dilakukan jika nasabah melakukan pelanggaran berat terhadap akad. 
Kegiatan eksekusi ini dapat berupa : 
a) Eksekusi secara sukarela (parate eksecutie). 
b) Eksekusi secara paksa.  
5) Penyelesaian secara hukum 
a) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional 
Berdasarkan perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu 
pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara 
kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, 
maka penyelesainya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(BASYARNAS). Penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
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Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
sebelum tahun 2008 selalu mencantumkan penyelesaiannya lewat 
Badan Arbitrasi Syariah, akan tetapi sejak tahun 2008 dalam fatwa 
dicantumkan : “ Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau Pengadilan Agama 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Selain itu, 
Basyarnas berwenang : 
a. Menyelesaikan secara adil dan cepat  sengketa muamalah (perdata) 
yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa 
dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-
undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan 
para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan 
penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur.  
b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak 
tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenan dengan 
suatu perjanjian. 
Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada 
BASYARNAS, dilakukan oleh pihak : 
1. Dengan mencantumkan klausula arbitase dalam suatu naskah 
perjanjian. 
2. Dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui 
oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa. 
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Keputusan arbitrase merupakan keputusan terkahir dan mengikat (final 
and biding). Adapun landasan syariahnya sebagai berikut :   
a. Surat Al-Hujarat (49) : 9 
                    
                           
                     
       
” jika dua golongan orang yang beriman berperang 
(bersengketa), maka damaikan keduanya. Jika salah satu dari 
keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah 
golongan yang berbuat aniaya itu sampai mereka kembali 
kepada ajaran Allah. Dan jika golongan itu telah kembali, 
maka damaikan keduanya dengan adil dan berlakulah adil. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil 
(QS. Al Hujurat) : 9). 
 
b. Surat An-Nisa ayat (4) : 35 
                   
                           
    
 
” jika kamu khawatir terjadi sengketa diantara keduanya 
(suami istri), maka kirimkan seorang hakam dari keluarga 
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika 
kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan 
(perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufik kepada 
suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui” (QS. 
An Nisa: 35). 
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b) Melalui Pengadilan 
Eksekusi dapat berupa Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas 
agunan dan eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang 
didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Setelah itu 
Melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah; baik yang 
berlokasi di dalam maupun di luar negeri. 
Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana 
nasabah tidak beritkad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk 
memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih 
mempunyai harta kekayaan ian yang tidak dikuasai oleh bank atau 
sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk 
menyelesaikan kredit macetnya (Sjahdeini, 2009: 103). 
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 
tentang Peradilan Agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang 
muamalah maka diselesaikan lewat pengadilan agama. Tujuan dari 
keberadaan Peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-
orang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, 
waqaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.             
Perubahan penting yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 adalah perluasan kekuasaan atau kewenangan pengadilan 
agama yang meliputi juga sengketa di bidang ekonomi syariah, hal ini 
terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. yang 
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dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha 
yang dilaksanakan menurut syariah, meliputi : 
(1) Bank Syariah 
(2) Asuransi Syariah 
(3) Reasuransi Syariah 
(4) Reksa Dana Syariah 
(5) Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah 
(6) Sekuritas Syariah 
(7) Pembiayaan Syariah 
(8) Pegadaian Syariah 
(9) Dana Pensiun lembaga Keuangan Syariah 
(10) Bisnis Syariah dan 
(11) Lembaga Keuangan Mikro Syariah. 
Sebelum diberlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
sengketa ekonomi syariah tidak dapat diselesaikan di pengadilan agama, 
karena wewenang pengadilan agama dibatasi oleh Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 yang hanya dapat memeriksa, memutus dan 
menyelesaiakan perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, 
wasiat, hibah, waqaf dan shadaqoh. Artinya pengadilan agama tidak 
dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara diluar 
keenam bidang tersebut.  
Sehingga apabila ada sengketa ekonomi syariah para pihak dapat 
menyelesaikan di pengadilan negeri ( jalur litigasi) atau di Badan Arbitrase 
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Syariah (jalur non litigasi). Kewenangan Pengadilan Agama yang 
dipaparkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini memberikan 
kejelasan dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi syariah. 
Dalam perkembangannya dengan Undang-Undang Perbankan Syariah  
pada Pasal 55 ditentukan bahwa : 
1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Agama. 
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa 
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa 
dilakukan sesuai dengan isi Akad. 
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
boleh bertentangan dengan prinsip syariah. 
Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa penyelesaian yang 
mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui 
pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Disamping itu, dibuka pula 
kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi 
perbankan, lembaga arbitrase atau melalui pengadilan di lingkungan 
Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.  
Sedangkan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan yang 
dimaksud dengan ”penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi 
Akad” adalah upaya sebagai berikut: 
a. Musyawarah 
b. Mediasi perbankan 
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c. Melalui badan Arbitrase Syariah nasional (Basyarnas) atau lembaga 
arbitrase lain. 
d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 
Pemberlakuan Undang-Undang Perbankan Syariah khususnya Pasal 
55 dan penjelasannya telah mereduksi kewenangan Pengadilan Agama 
dalam menyelesaikan sengketa di bank syariah, karena dimungkinkan 
penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak. 
 Prinsip kaffah yang terkandung pada penjelasan Pasal 3 Undang-
Undang Perbankan Syariah seharusnya betul-betul diterapkan tidak saja 
dalam produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah akan tetapi juga 
dalam penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan di 
lingkungan Peradilan Agama. 
6) Penghapusan penyaluran dana bermasalah 
a) Tata cara penghapusan 
Bagi penyaluran dana dalam pembiayaan bermasalah yang tidak 
dapat diselesaikan bahkan dilakukan upaya-upaya penyelesaian 
maka : 
(1) Aparat penyelesaian penyaluran dana mengusulkan kepada 
direksi tentang cara-cara penyelesaian penyelesaian penyaluran 
dana yang sudah tidak dapat ditagih. 
(2) Aparat penyelesaian penyaluran dana dalam pembiayaan 
bermasalah melaksanakan penyelesaian penyaluran dana yang 
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tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang 
disetujui. 
(3) Daftar nasabah yang tidak dapat ditagih serta cara 
penyelesaiannya wajib segera dilimpahkan kepada dewan 
komisaris. 
b) Membentuk Satuan Kerja 
Dalam membentuk satuan kerja kegiatan yang dapat dilakukan 
antara lain sebagai berikut : 
(1) Satuan kerja dibentuk bank apabila kualitas dan kuantitas 
penyaluran dana bermasalah meningkat. 
(2) Tugas satuan kerja adalah melakukan koordinasi penyelesaian 
penyaluran dana bermasalah dengan pihak terkait. 
(3) Satuan ini dibentuk dengan surat keputusan direksi. 
4. Penyusunan Program Penyelesaian Dana Bermasalah 
Bank wajib menyusun program penyelesaian penyaluran dana bermasalah 
dan disampaikan oleh direksi kepada pihak Bank Indonesia dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. Satuan Tugas Khusus (STK) menyususn program penyelesaian 
penyaluran dana bermasalah untuk diajukan kepada direksi guna 
memperoleh persetujuan. Program tersebut sekurang-kurangnya 
meliputi hal-hal sebagai berikut : 
1) Tata cara penyelesaian  untuk setiap penyaluran dana 
bermasalah yang berlaku bagi bank. 
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2) Perkiraan jangka waktu penyelesaian. 
3) Perkiraan hasil penyelesain penyaluran dana bermasalah. 
4) Sedapat mungkin memprioritaskan penyelesaian penyaluran 
dana bermasalah berkenaan dengan penyaluran dana yang di 
berikan kepada pihak bank yang terkait dengan bank dan 
nasabah-nasabah besar tertentu. 
b. Program penyelesaian penyaluran dana bermasalah tersebut harus 
sesuai dengan pedoman kebijakan penyaluran dana. Dalam beberapa 
hal terdapat cara penyelesaian penyaluran dana bermasalah yang 
dinilai lebih efektif dari yang tercantum dalam PKPD, direksi dapat 
melaksanakan cara tersebut setelah mendapat persetujuan dari Dewan 
Komisaris. 
c. Dalam pelaksanaannya sekurang-kurangnya meliputi : 
1) Pelaksanaan penyelesaian penyaluran dana bermasalah 
dilakukan secara penuh oleh STK berdasarkan program yang 
telas disetujui oleh direksi. Apabila STK memerlukan bantuan 
bantuan atau dukungan dari pejabat atau satuan kerja lain, maka 
direksi harus memperhatikannya sehingga bantuan dan 
dukungan tersebut segera di peroleh. 
2) STK melakukan evalusi secara berkala atas perkembangan 
penyelesaian penyaluran dana bermasalah dengan melaporkan 
hasilnya kepada direksi dengan tembusan kepada dewan 
komisaris disertai dengan penjelasan yang diperlukan. 
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3) Hasil pelaksanaan program penyelesaian penyaluran dana 
bermalsah harus dilaporkan kepada puhak Bank Indonesia. 
5. Evaluasi Efektifitas Program Penyelesaian Penyaluran dana Bermasalah 
Sekurang-kurangnya setipa enam bulan sekali setelah program penyelesaian 
penyaluran dana bermasalah dilaksanakanatau tenggang waktu yang lain yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank melakukan evaluasi efektifitas program 
penyelesaian penyaluran dana bermasalah, yaitu : 
a. Apabila hasil penyelesaian penyaluran dana bermasalah  ternyata jauh 
dibawah perkiraan (target) penyelesaian penylauran dana bermasalah 
yang direncanakan,sedangkan pelaksanaan penyaluran dana 
bermasalah telah dilaksanakan secara maksimal STK mengusulkan 
kepada direksi saran perubahan atau perbaikan program penyelesaian 
penyaluran dana bermasalah.  
b. Hasil evaluasi efektif program penyelesaian penyelesaian penyaluran 
dana bermasalah serta perubahan/perbaikan program dimaksud wajib 
segera dilaporkan kepada Bank Indonesia. 
 
2.1.6 Peran Remidial dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah  
Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan 
tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati 
dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa 
terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam 
pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah (Usanti, 2010: 244). 
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Petugas Remidial berperan melakukan identifikasi nasabah yang kurang 
lancar dan diklasifikasikan berdasarkan wilayah dan plafond, melakukan komite 
pembiayaan atas setiap permasalahan yang ditemukan pada nasabah, 
mengadministrasikan berita acara pembinaan, pernyataan, rescheduling, dan 
instrument penagihan, melakukan penarikan asset / jaminan kepada nasabah 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, melakukan koordinasi 
dengan bagian lain terkait nasabah non lancar, membuat evaluasi remedial dan 
rencana kerja bulan berikutnya. 
Selain itu, Remidial berfungsi sebagai staf yang melaksanakan kebijakan 
direksi dalam bidang remedial dan atau pembiayaan sebagai anggota komite 
pembiayaan berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, 
melaksanakan diskusi di intern perusahaan yang berkaitan dengan bidang 
kerjanya. 
 Adapun peranan yang harus dilakukan oleh petugas seperti yang disebutkan 
pada Standart Operasional Prosedur PT. BPRS Sukowati antara lain: 
a. Account Officer 
Apabbila pemecahan masalah nasabah penyaluran dana tidak dapat 
diselesaikan dengan lancar, sehingga menyebabkan kualitas penyaluran 
dana menjadi menurun, maka apabila penyaluran dana bermasalah tersebut 
telah melampaui 5%, Account officer harus mengusulkan kepada direksi 
agar portofolio yang bermasalah tersebut dapat ditangani oleh petugas 
khusus penyelesaian penyaluran dana bermasalah. 
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b. Petugas Remidial 
Merupakan atasan langsung Kadiv adm legal dan sebagai unit kerja yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelesaian pembiayaan, 
meliputi upaya penyehatan terhadap pembiayaan pembiayaan bermasalah, 
penagihan atau pelunasan secara baik dan tertib maupun melalui proses 
penagihan oleh pihak luar, sekaligus menjaga tingkat kemacetan 
pembiayaan yang diberikan perusahaan pada tahapan wajar dan tetap 
mengupayakan dalam kondisi sehat. 
Adapun tugas pokok yang harus dilakukan petugas remidial antara lain : 
1) Melakukan koordinasi dengan phak-pihak erkait terhadap seluruh 
kegiatan penagihan dan penyelesaian pembiayaan, khususnya 
terhadap pembiayaan yang bermasalah atau macet, pola penyelesaian 
dan pola penanganan perkaranya. 
2) Melakukan perencanaan kerja yang tertib dan terarah, sehingga dapat 
menyelesaikan permasalahan kemacetan pembiayaan yang diberikan 
dengan baik. 
3) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang 
terjadi di bawah lingkungan wewenangnya. 
Petugas khusus penyelesaian penyaluran dana bermasalah dalam kaitanya 
dengan Pembiayaan Bermasalah mempunyai tugas : 
1) Sampaikan laporan kepada Bank Indonesia apabila penyaluran dana 
bermasalah telah mencapai 7.5% dari seluruh penyaluran dana. 
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2) Susun program penyelesaian penyaluran dana bermasalah dan 
mintakan persetujuan direksi, yang meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a) Tata cara penyelesaian untuk setiap penyaluran dana bermasalah 
yang berlaku bagi bank. 
b) Perkiraan jangka waktu penyelesaian. 
c) Perkiraan hasil penyelesaian penyaluran dana bermasalah. 
d) Urutan-urutan prioritas penyelesaian penyaluran dana bermasalah. 
3) Lakukan evalusai berkala terhadap perkembangan penyelesaian 
penyaluran dana bermasalahdan laporkan hasilnya kepada direksi 
dengan tembusan kepada dewan komisaris disertai dengan penjelasan 
yang diperlukan. 
4) Laporkan hasil pelaksanaan program penyelesaian penyaluran dana 
bermasalah tersebut kepada Bank Indonesia. 
5) Apabila hasil pelaksanaan program penyelesaian penyaluran dan 
tersebut tidak mencapai target, sedangkan upaya yang dilakukan telah 
maksimal, ususlkan kepada direksi perubahan atau perbaikan program 
penyelesaian penyaluran dana bermasalah tersebut. 
6) Segera laporkan hasil evaluasi dan perbaikan program penyelesaian 
penyaluran dana bermasalah tersebut kepada Bank Indonesia. 
7) Apabila penyaluran dana bermasalah tidak dapat diselesaikan atau 
ditagih, usulkan kepada direksi cara-cara penyelesaiannya lebih lanjut. 
8) Laksanakan program penyelesaian penyaluran dana bermasalah yang 
tidak dapat ditagih sesuai dengan persetujuan direksi. 
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9) Laporkan daftar penyaluran dana bermasalah yang tidak dapat ditagih 
beserta cara penyelesaiannya segera kepada dewan komisaris. 
Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh 
debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti 
yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan 
wanprestasi.  
Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi yaitu : 
1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali 
2. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan 
3. Debitur terlambat memenuhi prestasi 
4. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. 
Keberlangsungan usaha suatu Bank yang didominasi oleh aktivitas 
Pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber 
utama bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi 
usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan Bank yang optimal dalam aktivitas 
Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. 
Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi Pembiayaan 
terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun 
dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk 
membayar setelah restrukturisasi. 
Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang 
perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang 
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 
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menyebutkan bahwa pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank, harus 
tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip kehati-hatian 
yang bersifat universal yang berlaku pada industri perbankan. 
Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industri 
perbankan syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan 
mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk 
menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 
10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit 
Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank 
dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. 
Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan 
atas SEBI Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi 
Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Bank Uumum 
Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) akan menghentikan akad 
Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang istishna‟ dengan 
memperhitungkan nilai wajar obyek murabahah atau istishna‟.  
Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai 
wajar obyek murabahah atau istishna‟, maka diakui sebagai berikut : 
1. Apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka 
sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak BUS atau UUS, yang 
penyelesaiannya disepakati antara BUS atau UUS dan nasabah. 
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2. Apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka 
selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka ijarah muntahiya bittamlik 
atau menambah porsi modal nasabah untuk musyarakah atau mengurangi 
modal mudharabah dari BUS atau UUS.  
Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah 
yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 
1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 
kewajiban setelah restrukturisasi. 
Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti 
yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping 2 kriteria di atas 
maka bank syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah 
dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam 
arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan 
bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak 
dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka 
bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. 
Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya restrukturisasi 
pembiayaan yaitu :  
1. Dalam surat Al Baqarah  (2) : 276 
                        
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” Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat 
dosa” (QS. Al Baqarah (2): 276) 
 
2. Dalam surat Al Baqarah (2) : 280 
                       
   
 
” Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”(QS. Al 
Baqarah (2): 280). 
 
 
 
3. Dalam surat Al Baqarah  (2) : 86   
                             
” Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya”(QS. Al Baqarah (2): 286) 
 
Dari kutipan ayat Al Quran diatas selalu digarisbawahi pentingnya sedekah 
dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah 
sedang mengalami kesulitan ( dalam arti sebenar-benarnya) membayar kembali 
kewajibannya. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi 
pembiayaan bermasalah adalah dengan restrukturisasi pembiayaan. 
Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dialkukan bank dalam 
rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antar lain 
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melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali 
(reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) (wangsawidjaja, 2012: 
447). 
 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 
 Hasil studi penelitian dilakukan untuk menganalisis kajian tentang analisis 
keterkaitan Peran Remidial dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. 
BPRS Sukowati Sragen kantor cabang Boyolali. Yang membuat penelitian ini 
menarik karena penelitian ini  berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni, pada 
penelitian ini objeknya merupakan Bank Syariah bukan Bank Konvensional. 
Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan Bank Syariah semakin tahun 
semakin menunjukan eksistensinya. 
 Sebagai bahan acuan penelitian, peneliti membuat acuan hasil penelitian 
dari jurnal penelitian yang telah dipublikasikan dengan cara analisis deskriptif 
untuk meghasilkan penelitian yang relevan. Adapun hasil penelitian yang relevan 
diantaranya : 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Octaviani dan Wahyu Adi Muhtar 
dalam Jurnal Penelitian Jupe UNS, Vol. 1, No. 3. (2013) yang berjudul 
Kredit Macet dan Faktor-faktor Penyebab serta Penyelesaian pada PD. BPR 
BKK Tasikmadu Tahun 2008-2012. Dalam hasil penelitiannya menyatakan 
bahwa angka kredit macet pada PD. BPR BKK Tasikmadu pada tahun 
2008-2012 terdapat kredit macet yang tinggi pada nasabah kriteria pinjaman 
modal kerja, konsumsi, dan perdagangan. Kerentanan kredit macet lebih 
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dominan pada nasabah dengan pinjaman sebagai modal kerja. Asusmsi yang 
di sebabkan antaralain : 
a. Mereka berani untuk mengambil pinjaman besar pada bank, karena 
mereka merasa usahanya akan bisa berkembang dengan adanya 
tambhan modal. 
b. Bunga yang ditawarkan lebih rendah dibanding dengan bank umum 
lainnya. 
c. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang 
telah melampaui 270 hari. 
d. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 
pada nilai yang wajar. 
e. Kurang mengetahui resiko yang mungkin terjadi dikemudian Hari. 
2. Menurut penelitian yang dilakukan Trisadini Prasatinah Usanti dan A. 
Shomad  dalam laporan penelitian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
Bank Syariah (laporan penelitian, fakultas hukum Unair, 2008: 16) Ada 
beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu : 
a. Faktor intern  
merupakan faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri, seperti : 
1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. 
2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. 
3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan 
sidestreaming yakni dana yang digunakan oleh nasabah tidak 
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sesuai dengan peruntukkan pembiayaan yang telah disepakati 
dalam perjanjian. 
4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha 
nasabah. 
5) Proyeksi penjualan terlalu optimis. 
6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan 
kurang memperhitungkan aspek kompetitor. 
7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable. 
8)  Lemahnya supervisi dan monitoring. 
9) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbali balik 
antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan 
proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek 
perbankan yang sehat. 
b. Faktor ekstern 
Merupakan faktor yang berasal dari luar bank itu sendiri, seperti : 
1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan 
informasi dan laporan tentang kegiatannya). 
2) Melakukan sidestreaming penggunaan dana. 
3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah 
dalam persaingan usaha. 
4) Usaha yang dijalankan relatif baru. 
5) Bidang usaha nasabah telah jenuh. 
6) Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis. 
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7) Meninggalnya key person. 
8) Terjadi bencana alam. 
9) Adanya kebijakan pemerintah yang berisi peraturan suatu produk 
atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif 
maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri 
tersebut. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Saputri (2015) dalam Jurnal Penelitian 
Jom FISIP Vol.2, No. 2, yang berjudul Analisis Penyelesaian Kredit 
Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru. Dalam hasil 
penelitiannya menyatakan bahwa Penyelesaian kredit bermasalah yang 
dilakukan PD.BPR Sarimadu cabang Pekanbaru mengacu pada proses 
restrukturisasi kredit berupa rescheduling, restructuring, dan penjualan 
jaminan.  
Proses restrukturisasi kredit ini dilakukan apabila syarat yang telah 
ditetapkan seperti penilaian kondisi usaha debitur, kemampuan bayar 
debitur dan itikad yang ditujukan debitur dalam menyelesaikan 
permasalahan kreditnya telah dipenuhi. Sedangkan untuk debitur yang tidak 
memiliki itikad baik, dan cenderung menghindar maka PD. BPR Sarimadu 
cabang Pekanbaru tetap mencoba melakukan penyelesaian secara damai 
dengan melakukan penagihan secara intensif dan berusaha menghindari 
bentuk penyelesaian dengan jalur hukum. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Desain Penelitian  
Desain penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe field reseach 
(penelitian lapangan) dengan menjadikan data lapangan sebagai bahan acuan 
utama, Karenanya penelitian ini dibutuhkan analisa yang komprehensif. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, maka peneliti memfokuskan pada kajian analisis praktis 
terhadap Peran Remidial dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah serta cara 
Penyelesaiannya pada PT. BPRS Sukowati Sragen kantor Cabang Boyolali. 
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 
perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan 
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 
yang alamiah dan dengan cara memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 
2007: 6). 
Sedangkan sifat dari penelitian ini merupakan penelitian dengan metode 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study) yang difokuskan untuk 
mengungkap fenomena serta mengembangkan pengetahuan mengenai Analisis 
Keterkaitan Peran Remidial dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah serta cara 
Penyelesaiannya pada PT. BPRS Sukowati Sragen  Kantor Cabang Boyolali.  
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3.2. Subjek Penelitian  
Subjek dari penelitian ini adalah karyawan intern khususnya Remidial pada 
PT. BPRS Sukowati Sragen kantor Cabang Boyolali yang beralamatkan di Jalan 
Pandanaran No.231 Boyolali, Jawa Tengah. 
 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Terdapat dua sumber data pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu data primer dan sekunder. Data primer akan mengambil data yang berasal 
dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder dalam 
penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tulisan atau buku-buku yang secara 
tidak langsung berkaitan dengan penulisan. 
a. Data Primer 
Data Primer merupakan sumber data dimana sebuah data dihasilkan, 
diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama 
kalinya (Bungin, 2001: 129). Dalam pengumpulan data ini penulis mengadakan 
pengamatan dan peninjauan langsung di PT. BPRS Sukowati Sragen cabang 
Boyolali. Data yang diperoleh penulis berupa kinerja karyawan khususnya bagian 
remidial, yaitu : 
1) Proses prosedur secara hukum. 
2) Proses penilaian dan penyelidikan. 
3) Proses administrasi. 
Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti melakukan wawancara 
langsung dengan sumber yang terkait dengan objek penelitian, yaitu pengumpulan 
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data dengan cara melakukan tanya jawab dengan petugas yang berkepentingan 
(Khususnya Remidial). Adapun kegiatan yang dilakukan antaralain: 
1) Wawancara secara sistematik, yaitu wawancara yang dialkukan 
dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman 
(guide) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada 
responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh 
pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai 
akhir wawancara (Bungin, 2013: 134). 
Wawancara yang dilakukan secara terstruktur dan mendalam 
kepada pihak Bank PT. BPRS Sukowati Sragen kantor cabang 
Boyolali dan Debitur. Metode pengumpulan data diperoleh melalui 
wawancara langsung yang mendalam dengan responden, dengan 
mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan 
individu dalam sebuah organisasi sebagai informan yang dipilih 
melalui penelusuran orang-orang yang berkompeten dan dapat 
mewakili serta representatif dalam penggalian informasi yang 
dibutuhkan. Agar diperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti 
dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi responden.  
2) Observasi 
Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 
untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat 
diamati oleh peneliti, metode yang dilakukan untuk mengadakan 
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pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus 
permasalahan yang diteliti (Bungin, 2013: 143). 
Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang 
informasi yang sebenarnya terjadi dalam menganalis keterkaitan peran 
remidial dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS 
Sukowati Sragen kantor Cabang Boyolali.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. 
Data ini diperoleh melalui literatur meliputi buku, jurnal tesis dan data-data 
yang berhubungan dengan masalah yang penulis kemukakan. Data-data 
yang diperoleh dari sumber lain namun ada korelasi yang kuat untuk 
mendukung dan menambah referensi dalam penelitian, seperti dokumentasi.  
Dokumen dapat berupa laporan dan catatan yang diperoleh dari PT. 
BPRS Sukowati Sragen kantor cabang Boyolali dengan cara mengumpulkan 
data-data dari sumber utama yang memiliki keterkaitan dengan fokus 
penelitian, yaitu dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan 
penelitian, seperti buku standar operasional prosedur perusahaan ataupun 
Surat Edaran internal. Sebagai metode pelengkap dari penggunaan metode 
pengamatan dan wawancara, teknik dokumentasi juga bertujuan untuk 
menjadikan hasil penelitian dari kedua metode tersebut lebih kredibel (dapat 
dipercaya). 
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3.4. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah dengan cara 
mengumpulkan data sebanyak mungkin dan disusun secara sistemik. Kemudian 
dari data tersebut di olah sehingga dapat merumuskan dan menafsirkan data yang 
ada kemudian memberikan gambaran yang jelas mengenai Analisis Peran 
Remidial dalam Mengatasi Pembiayaan Bermaslah serta Cara Penyelesaiannya 
pada PT. BPRS Sukowati Sragen Kantor Cabang Boyolali. 
Teknik analisis data diperoleh dengan teknik Triangulasi, Triangulasi 
merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan 
dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara yang dapat 
digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak dan menggunakan 
metode yang berbeda. Lebih banyak sumber informasi yang berbeda dalam 
informasi yang sama dapat menyatakan dua hal, yaitu jumlah eksemplarnya dan 
berbeda sumbernya dalam informasi yang sama (Muri, 2014: 395). 
Gambar 1.2. 
Metode Penelitian 
Triangulasi dengan Sumber yang Banyak (Multiple Sources) 
 
 
 
Sumber: Muri (2014) 
Penggunaan metode yang berbeda mengartikan bahwa kalau pada tahap 
pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang suatu aspek, maka 
Wawancara 
A 
B 
C 
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berikutnya gunakan lagi metode yang lain seperti wawancara untuk 
mengumpulkan informasi yang sama. Jika peneliti belum yakin, maka peneliti 
harus mencari dan menemukan lagi informasi di dalam dokumentasi tentang 
aspek yang sama dengan aspek yang dikumpulkan datanya melalui observasi 
dan interview (Muri, 2014: 395). 
Gambar 1.3. 
Metode Penelitian 
Triangulasi dengan Teknik yang Banyak (Multiple Methods) 
 
 
Sumber: Muri (2014) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
4.1.  Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah Berdirinya Perusahaan 
Bank Syariah Sragen beroperasi sejak 2 Juni 2008 dengan Badan Hukum 
Perusahaan Daerah No. 7 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kabupaten Sragen tanggal 15 Agustus 
2007 dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/36/KEP.GBI/DGS/ 
2008 tentang Pemberian Ijin Usaha PD.BPRS Sragen tanggal 28 Mei 2008. 
Namun sejak 2 November 2009 bentuk Badan Hukum dan Nama berubah menjadi 
Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Sukowati 
Sragen.  
Letak PT. BPRS Sukowati Sragen kantor Cabang Boyolali sendiri berada di 
Jalan Pandanaran No.231 Boyolali, Jawa Tengah. PT. Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Sragen memiliki Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Sukowati No 348 
Sragen. PT. BPRS Sukowati Sragen juga mempunyai 4 kantor cabang serta 1 
kantor kas yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Tengah. 
PT. BPRS Sukowati Sragen (Bank Syariah Sragen) berupaya untuk menjadi 
solusi dalam bermuamalah yang berdasarkan prinsip syariah dengan terus 
mengembangkan produk dan pelayanan kepada masyarakat serta membangun 
kemitraan dengan Pemerintah, Swasta dan Non Pemerintah dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan semboyan amanah dan barokah, 
sehingga kehadiran Bank Syariah Sragen mamapu memberikan pelayanan prima 
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kepada masyarakat Bumi Sukowati dan sekitarnya, dengan harapan dalam 7 tahun 
mampu membuka kantor cabang di Ekskaresidenan Surakarta. 
Seiring dengan berjalannya waktu, hingga pada tahun 2010 PT. BPRS 
Sukowati Sragen mulai membuka kantor cabang dan kantor pusat. PT. BPRS 
Sukowati Sragen (Bank Syariah Sragen) terus tumbuh dan berkembang bersama 
masyarakat di wilayah Kabupaten Sragen (Kantor Pusat dan Kantor Kas) seperti 
Kabupaten Boyolali (Kantor Cabang 1), Kabupaten Wonogiri (Kantor Cabang 2), 
Kabupaten Karanganyar (Kantor Cabang 3), dan Kabupaten Grobogan (Kantor 
Cabang 4).  
2. Visi dan Misi 
a. Visi 
“Terwujudnya Lembaga Keuangan yang Sehat, Kuat, dan 
Istiqomah dengan Prinsip Syariah Untuk Kemaslahatan Masyarakat”. 
b. Misi 
1) Terciptanya tata kelola dan sistem perbankan berdasarkan prinsip 
syariah yang sehat, kuat dan efisien. 
2) Terwujudnya kesadaran umat islam di kabupaten sragen dalam 
menjalankan muamalah berdasarkan prinsip syariah. 
3) Tersedianya kesejahteraan masyarakat yang harmonis antara 
Pemerintah, masyarakat, dan lembaga non kepemerintahan dalam 
rangka mempercepat pembangunan daerah. 
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3. Produk Bank Syariah Sragen 
Dalam rangka menunjang eksistensi dan elektabilatasnya PT. BPRS 
Sukowati Sragen menawarkan berbagai macam produk dan jasa, antara lain : 
a. Investasi atau Penghimpunan Dana 
1.) Tabungan  
a. Prinsip Wadiah (Tabungan iB Sukowati dan Tabungan iB Qurban). 
b. Prinsip Mudharabah (Tabungan iB Barokah, tabungan iB Haji, 
tabungan iB Pendidikan, dan tabungan iB Pensiun. 
2) Deposito Prinsip Mudharabah jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. 
b. Pembiayaan atau Penyaluran Dana 
1.) Murabahah (Jual Beli) 
2.) Salam (Jual Beli Untuk Pertanian) 
3) Istishna‟ (Jual Beli Pesanan untuk Manufactur dan Perumahan) 
4) Mudharabah (Bagi Hasil) 
5) Musyarakah (Joint Venture) 
6) Multijasa  
7) Ijarah (Sewa) 
c. Program Unggulan 
Adapun program unggulan yang di miliki BPRS Sukowati Sragen antara 
lain, yaitu: 
1.) Perumahan (kepemilikan, pembangunan dan/atau renovasi) 
2.) Modal Kerja UMKM 
3.) Kepemilikan kendaraan,computer, lap top dan sebagainya. 
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4.) Talangan Haji dan Umroh 
5.) Pos Daya PUNDI (Program Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri). 
4. Struktur Organisasi Perusahaan 
Terlampir 
5. Formatur Organisasi 
Adapun struktur organisasi yang ada pada PT. BPRS Sukowati Sragen 
adalah sebagai berikut  : 
 
Pimpinan Cabang : Pariyono, S.E 
Teller : Nur Hidayah, S.Ikom 
Costomer Service : Wahyu Nur Hidayah, S.Pt 
Accounting : Ummu Hani, S.E. Sy 
Account Officer  : 1. Agus Nur Salim, Amd 
  2. Effendi Swardono, S.Pd 
6. Tri Lestari S.E 
7. M. Rosyid, Amd 
8. Widiyanto S.P S.E 
Remidial : Bp. Heri (Perbantuan dari Pusat) 
Office Boy : Pian Dwi Raharjo 
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4.2. Pembahasan dan Hasil Penelitian 
Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, 
permasalahan pembiayaan di PT BPRS Sukowati Sragen dapat disebabkan oleh 
dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa berasal dari 
dalam bank itu sendiri seperti kurang terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) 
yang kompeten maupun Human Error. Sedangkan faktor eksternal berasal dari 
nasabah seperti kesengajaan nasabah dalam menunda pembayaran, kebangkrutan 
usaha yang dijalani nasabah, dan musibah (bencana alam) yang menimpa nasabah 
menyebabkan menurunnya kemampuan nasabah dalam mengangsur pinjaman 
modal.  
Berdasarkan data yang di peroleh di ketahui bahwa tingkat pergerakan NPF 
masih cenderung bergerak dinamis. Sebagaimana diketahui bahwa apabila tingkat 
NPF lebih dari 5% seperti yang dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia 
11/10/PBI/2009, maka suatu bank dikatakan dalam keadaan tidak sehat seperti 
yang terjadi pada PT. BPRS Sukowati Sragen ini.  
Namun dilihat dari perkembanganya tingkat NPF pada bank ini mengalami 
pergerakan yang cenderung dinamis, karena pada setiap periodenya cenderung 
mengalami perubahan, dalam periode Triwulan Maret 2017 tingkat NPF pada PT. 
BPRS Sukowati Sragen turun menjadi 4,70 % (Sumer : laporan keuangan yang 
telah diolah oleh peneliti) oleh sebab itu, dari pihak bank sendiri khususnya 
remidial memiliki peran penting dalam hal menekan tingginya angka pembiayaan 
bermasalah pada bank ini. 
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Adapun tahapan proses pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Sukowati 
Sragen berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan, sebelum petugas Remidial 
turun tangan dilapangan maka Marketing maupun Account Officer harus 
melakukan analisa yang dilaksanakan ke dalam tiga tahapan yaitu: 
1. Tahap  Mitigasi 
Dalam tahap perencanaan ini kegiatan yang dilakukan oleh marketing 
maupun Account Officer meliputi pemeriksaan kelengkapan dan pemberkasan 
keaslian dokumen-dokumen nasabah. Setelah hasil penelitaian lapangan 
dilakukan, maka langkah prosedur selanjutnya adalah permberkasan.  
Adapun syarat pengajuan pembiayaan pada PT. BPRS Sukowati menurut 
Standar Operasional Prosedur adalah sebagai berikut : 
a. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan. 
Apabila nasabah tersebut berprofesi sebagai pengusaha (pendapatan maupun 
omset yang di peroleh, pengeluaran dan apabila mempunyai hutang 
angsuran per bulan, asset yang ada di rumah harus diketahui dan di taksir 
oleh Account Officer. 
b. Foto copy Kartu Keluarga. 
c. Surat Rekomendasi dari Pimpinan (bagi pegawai/karyawan). 
d. Foto copy rekening listrik/telp/air. 
e. Membuka rekening tabungan (nasabah baru). 
f. Foto copy jaminan (sertifikat +PBB: BPKB + No Rangka dan Mesin). 
g. Foto copy Akte pendirian dan perubahan AD/ART (khusus institusi). 
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h. Khusus institusi ada syarat tambahan yakni foto copy perijinan (TDP, SIUP, 
NPWP). 
i. Laporan keuangan 2 tahun terakhir dan 3 bulan terakhir. 
Kegiatan Account Officer dalam tahap mitigasi meliputi kegiatan survey 
dan analisa pembiayaan yang difokuskan pada 5C yakni : 
a. Character 
Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kehidupan 
keseharian calon nasabah, baik keadaan keuangan, melakukan survey lapangan 
dengan cara melakukan pendekatan dengan tetangga calon nasabah guna untuk 
mengetahui karakter calon nasabah dan BI checking di bank lain. Penilaian 
terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan 
untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat 
memenuhi kewajibannya. 
b. Capacity 
Penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan 
untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi 
penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di 
lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta 
metode kegiatan. Untuk mengukur kapasitas calon nasabah perlu diperhatikan 
besarnya pendapatan setiap bulannya (bisa dilampirkan melalui slip gaji maupun 
laporan keuangan 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan terakhir bagi calon nasabah 
dengan atas nama perusahaan). 
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c. Capital 
Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima 
pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang 
ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Dalam 
pengambilan nilai plafond di sesuaikan dengan Standar Opersional Prosedur pada 
PT. BPRS Sukowati Sragen yakni tidak boleh melebihi batas daripada sisa 
pendapatan tiap bulan calon nasabah. 
d. Condition of Economy 
Artinya dalam menganalisis usaha calon nasabah kedepannya usaha 
nasabah prospek atau tidak. Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang 
terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis 
usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena 
kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima 
pembiayaan. 
e. Collateral 
Merupakan jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada 
pihak bank atas pembiayaan yang di berikan. Jaminan yang dimiliki calon 
penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika 
suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai 
sebagai pengganti dari kewajiban.  
Berdasarkan hasil analisis tersebut, seorang Account Officer dapat 
mengetahui bagaimana sifat dan karakter nasabah apakah calon nasabah layak 
untuk dibiayai. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan nasabah 
103 
 
 
 
potensial. (Hasil wawancara dengan M. Rasyid, Amd Account Officer/14 Juni 
2017). 
Kegiatan selanjutnya adalah semua berkas akan dikirim oleh Accounting 
yang kemudian akan dikirim ke kantor pusat dan hasilnya akan ditentukan oleh 
direksi dalam rapat komite (paling lama satu minggu). 
Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Agus Nur 
Salim (Account Officer), Semua berkas persyaratan harus disertai dengan gambar 
atau foto guna untuk mengecek valid atau tidaknya berkas nasabah. Selanjutnya 
dari AO sendiri dibuat memo pembiayaan dari nasabah tersebut, yang digunakan 
untuk menganalisis besarnya aset yang dimiliki nasabah. Memo tersebut 
ditandatangani oleh AO kemudian dimintakan persetujuan dari pimpinan Kepala 
Cabang Boyolali  
Apabila semua langkah sudah dilakukan dan sesuai prosedur, kemudian AO 
melakukan survei ke rumah/domisili dari nasabah tersebut, serta tempat usaha dan 
jaminannya. Apabila jaminan dari nasabah adalah berupa BPKB maka harus 
disertakan cek fisik atau gesekan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. 
Apabila jaminannya sertifikat maka harus disertakan SPPT atau PBB yang paling 
terakhir.  
Setelah itu kemudian memo dikirim ke kantor pusat untuk memvalidasi dan 
meminta persetujuan dari direksi untuk dilakukan pencairan dana, apabila memo 
diterima dan di ACC direksi maka pembiayaan siap dicairkan. Tetapi apabila 
memo ditolak atau tidak di ACC, maka nasabah diberitahu bahwa pengajuan 
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belum bisa disetujui dengan cara yang sopan dan halus (Agus Nur Salim, Account 
Officer/14 Juni 2017). 
2. Tahap Pelaksanaan 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 
Widiyanto (Account Officer), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan 
pembiayaan sejak awal proses pencarian nasabah potensial, solitasi nasabah, 
proses permohonan, analisis sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta 
pelunasannya adalah Markrting maupun Account Officer. Baru kemudian apabila 
di tengah mengalami masalah pembayaran maka akan di bantu oleh petugas 
remidial (Hasil wawancara dengan Widiyanto S.P. S.E, Account Officer/ 03 Juli 
2017). 
Menurut Standart Operasional Prosedur di PT. BPRS Sukowati Sragen dan 
hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, petugas bagian Remidial berperan 
melakukan identifikasi nasabah yang kurang lancar dan diklasifikasikan 
berdasarkan wilayah dan plafond, melakukan komite pembiayaan atas setiap 
permasalahan yang ditemukan pada nasabah, mengadministrasikan berita acara 
pembinaan, pernyataan, rescheduling, dan instrument penagihan, melakukan 
penarikan asset atau jaminan kepada nasabah sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan perusahaan, melakukan koordinasi dengan bagian lain terkait nasabah 
non lancar, membuat evaluasi remedial dan rencana kerja bulan berikutnya. 
Selain itu, Remidial berfungsi sebagai staf yang melaksanakan kebijakan 
direksi dalam bidang remedial dan atau pembiayaan sebagai anggota komite 
pembiayaan yang berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, 
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melaksanakan diskusi di intern perusahaan yang berkaitan dengan bidang 
kerjanya. 
Dalam keterkaitannya peran Remidial dalam mengatasi pembiayaan 
bermasalah pada PT. BPRS Sukowati Sragen maka akan dijelaskan mengenai tata 
cara urutan prosedurnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang 
berlaku, yaitu : 
1. Remidial menerima berkas pembiayaan (Loan Title) dari Account Officer 
untuk diselesaikan. Hal ini meliputi : 
a. Periksa apakah pengalihan pembiayaan yang bersangkutan sudah 
disetujui oleh komite pembiayaan. 
b. Buatkan profile nasabah dengan menggunakan point sesuai dengan 
standar operasional prosedur. 
c. Buatkan daftar posisi tagihan. 
d. Kelompokan nasabah sesuai dengan kondisi tagihan yang 
bersangkutan . 
Nasabah yang dapat diselesaikan dalam waktu segera, kerana baik yang 
ditinjau dari aspek yuridis maupun ekonomis telah sempurna. Nasabah dalam 
proses penyelesaiannya masih memerlukan penyempurnaan baik menyangkut 
aspek yuridis maupun ekonomis (misalnya masalah jaminan yang tidak 
mengcover atau marketable). 
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2. Remidial melakukan peneguran kepada nasabah 
Dalam melakukan remidial, terdapat peneguran terhadap nasabah sehingga  
perlu diperhatikan oleh petugas Remidial antara lain : 
a. Buatkan surat teguran kepada nasabah. 
b. Serahkan surat teguran kepada pejabat yang berwenang untuk 
ditandatangani. 
c. Kirim surat tersebut kepada nasabah dan apabila peneguran tidak 
diindahkan oleh nasabah, maka agar diusahakan untuk menguasai 
jaminan secara fisik dan apabila perlu meminta bantuan alat negara. 
3. Untuk mengetahui kepastian kondisi nasabah dalam proses pengembalian 
fasilitas pembiayaannya serta untuk menetapkan langkah yang tepat yang akan 
diambil oleh petugas remidial diharuskan melakukan checking atas barang 
jaminan ataupun usaha nasabah secara on the spot. 
Tuangkan hasil pemeriksaan on the spot dalam bentuk laporan hasil 
kunjungan dan juga cantumkan saran yang harus dilakukan dalam rangka 
penyelesaian pembiayaan ini. Kemudian serahkan laporan kepada kadiv 
administrasi legal ataupun pimpinan cabang untuk mendapatkan pengarahan lebih 
lanjut. 
4. Apabila kadiv Administrasi Legal ataupun Pimpinan Cabang memutuskan 
bahwa barang jaminan dialihkan atau dipindahkan haknya secara dibawah tangan, 
maka : 
a. Hubungi loan innvestigator (adm legal) untuk melakukan retaksasi 
barang jaminan untuk digunakan sebagai patokan harga jual. 
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b. Hubungi bagian loan support (adm pembiayaan) untuk mendapatkan 
surat asli jaminan. 
c. Tentukan pihak yang harus hadir di notaris, sehubungan dengan 
pengalihan atau pemindahan hak tersebut. 
5. Apabila kadiv Administrasi Legal atau Pimpinan Cabang memutuskan 
memberi beberapa kelonggaran (misalnya kelonggaran pembayaran pokok margin 
maka : 
a. Menghubungi nasabah agar melaksanakan keinginan yang diberikan. 
b. Saksi terhadap keterlambatan atas janji yang telah ditetapkan, yaitu 
penyerahan fisik barang jaminan secara sukarela baik melalui hukum 
ataupun lelang. 
6. Apabila Kadiv Adm Legal atau Pimpinan Cabang memutuskan secara 
Administratif pembiayaan tersebut dihapuskan maka : 
a. Remidial membuat permohonan pengahpusan dari kadiv adm legal 
atau pimpinan cabang. 
b. Buatkan berita acara penghapusan yang ditandatangani oleh : 
1) Account Officer Sponsor/Remidial. 
2) Manager/Direksi. 
3) Pimpinan Cabang. 
Asli berita acara penghapusan diserahkan kepada bagian loan support 
(adm. Pembiayaan). 
7. Apabila Direksi /kadiv Adm Legal memutuskan untuk menyelesaiksn 
pembiayaan dengan bantuan pengacara maka : 
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a) Serahkan berkas jaminsn kepada kantor pengacara secara tertulisdan 
minta tanda terima. Berkas yang diperlukan yaitu Akte Pengikatan, 
Surat Jaminan, Surat/Menyurat dengan Nasabah, Profilr Nasabah. 
b) Untuk tahap pertama cukup serahkan fotocopy dari berkas tersebut 
pengacara diarahakan pada pola yang harus ditempuh dalam 
penyelesaian pembiayaan tersebut. 
8. Apabila kadiv adm legal/ pimpinan cabang memutuskan untuk melakukan 
pelelagan barang jaminan, maka „; 
a. Ikuti prosedur diatas. 
b. Hubungkan kantor lelang agar bisa membantu proses pelelangan 
sekaligus menyerhakan harga limit yang dikehendaki. 
c. Untuk menghindari terlelangnya kembali lelang hendaknya nasabah 
ikut sebagai peserta lelang (Minimal 2 orang). Untuk sahnya sebagai 
peserta lelang harus disertakan Biaya peserta lelang yang besarnya 
ditentukan oleh kantor lelang 
d. Hubungi polisi untuk menjaga keamanan pelaksanaan lelang. 
e. Apabila barang jaminan jatuh kepada petugas yang di tunjuk oleh 
nasabah agar segera diambil risalah lelang dan surat asli jaminan. 
f. Apabila tidak jatuh pada petugas yang ditunjuk segera hubungi 
pengadilan setempat untuk mengambil hasil lelang. 
9. Apabila direksi/kadiv adm legal atau pimpinan cabang memutuskan untuk 
melakukan gugatan verset maka : 
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a. Arahkan agar nasabah walaupun menderita kerugian diusahakan 
seminimal mungkin. 
b. Usahakan agar keputusan bersifat “uit voer baar by voer raad”.  
c. Usahakan agar proses pengadilan berjalan secara maraton. 
Peraturan ini mengatur tentang tata cara penentuan biaya BPRS yang harus 
dibebankan kepada nasabah. Dalam hubungannya dengan fasilitas pembiayaan 
yang dinikmatinya, baik fasilitas yang bersifat dana maupun non dana. Ketentuan 
dalam peraturan ini bersifat melengkapi ketentuan yang dikelurakan oleh bidang 
yang menyangkut biaya pelayanan operasional seperti biaya adm, biaya transfer 
ataupun lainnya. Pada prinsipnya, biaya BPRS yang dibebankan kepada nasabah 
merupakan income pendapatn bagi pihak bank yang dapat didapatkan dari 
fee/charges, bagi hasil (mark up). 
Remidial memiliki fungsi sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan penyelesaian pembiayaan, meliputi upaya penyehatan 
terhadap pembiayaan bermasalah, penagihan atau pelunasan secara baik dan tertib 
maupun melalui proses penagihan oleh pihak luar, sekaligus menjaga tingkat 
kemacetan pembiayaan yang diberikan perusahaan pada tahapan wajar dan tetap 
mengupayakan dalam kondisi sehat. 
Dalam melakukan tugasnya, staf penyelesaian  pembiayaan bermasalah 
(Remidial) bertanggung jawab langsung kepada kadiv adm legal. Adapun tugas 
pokoknya antara lain: 
1. Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait terhadap seluruh kegiatan 
penagihan dan penyelesaian pembiayaan khususnya terhadap pembiayaan 
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yang bermasalah atau macet, pola penyelesaian dan pola penanganan 
perkaranya. 
2. Melakukan perencanaan kerja yang kerja yang tertib dan terarah sehingga 
dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan baik. 
3. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi 
dibawah lingkungan wewenangnya. 
4. Mempersipakan usulan program dan strategi operasionalnya yang 
berhubungan dengan pengembangan kegiatan pengamanan dan dan 
pemagaran pemberian pembiayaan. 
5. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas evektivitas optimalisasi 
seluruh kegiatan penagihan dan penyelesaianpembiayaan bermasalah serta 
melakuakan pengadministrasian dan pendokumentasian pembiayaan dan 
fasilitas lainnya yang bermasalah atau macet. 
6. Melakukan koordinasi dengan pihak pengacara atau pihak ketiga lainnya 
sehubungan dengan penyelesaiannya perkara pengadilan terhadap 
pembiayaan yang penagihannya diselesaikan melalui sidang di pengadilan. 
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait menyangkut 
kegiatan penyelesaiannya pembiayaan bermasalah sehingga dapat 
mengoptimalkan hasil usaha penagihan. 
8. Melaksanakan penyusunan anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan 
kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya. 
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap portofolio pembiayaan 
yang telah dilakukan penyehatan. 
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10. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dalam tugas 
pokok diatas. 
11. Melakukan koordinasi dan memberikan arahan dalam penyelenggaraan 
administrasi yang tergolong kurang lancar, macet dan nasabah yang telah 
dihapus bukukan, tetapi masih tercantum dengan rekening administratif. 
Selain memiliki tugas pokok petugas Remidial juga memiliki wewenang 
antara lain : 
1. Memberikan saran, usul pendapat atau opini kepada manajemen melalui 
kadiv administrasi dan legal untuk kepentingan perbaikan, penyempurnaan 
dan pengembangan yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian 
pembiayaan bermasalah atau fasilitas bermasalah lainnya pada khususnya 
dan perusahaan pada umumnya. 
2. Mengajukan usulan pengeluaran biaya untuk kepentingan perusahaan sesuai 
dengan batasan yang diberikan AD/ART perusahaan dan ketentuan 
pengeluaran biaya yang telah digariskan manajemen, khususnya yang 
berkaitan dengan kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah baik 
melalui penagihan intern maupun ekstern. 
3. Tahap Penyelesaian 
Berdasar hasil wawancara peneliti dengan Account Officer, Non Performing 
Financing yang meningkat pada bulan Maret disebabkan karena kemampuan 
nasabah dalam mengangsur pembiayaan mengalami keterlambatan atau 
mengalami tunggakan karena usaha yang dijalankan nasabah mengalami 
penurunan. Biasanya Account Officer memberikan toleransi agar usaha membaik 
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kembali dengan cara melakukan penjadwalan ulang (reschedulling). (Hasil 
observasi dan wawancara dengan Effendi Swardono, S.Pd, Account Officer/12 
Juni 2017). 
Tahap pengendalian risiko meliputi kegiatan pemantauan (monitoring) 
angsuran dan penggunaan pembiayaan baik melalui telephone maupun sms 
sebelum tanggal jatuh tempo. 
Untuk mencegah adanya pembiayaan yang bermasalah maka Remidial 
melalui AO perlu melakukan cek SID (BI Checking), apabila ada tunggakan atau 
tidak lancar maka permohonan pembiayaan tidak perlu diproses atau 
dikembalikan berkasnya kepada nasabah. Apabila hasil cek SID (BI Checking) 
tidak ada tunggakan atau lancar maka harus diproses atau diteruskan 
pembiayaannya (Hasil wawancara Agus Nur Salim, Amd, Account Officer/03 Juli 
2017). 
Setelah adanya pembiayaan, pihak dari bank sendiri khususnya Remidial 
mengharapkan bahwa dana yang dipinjamkan debitur beserta bagi hasil dan 
margin akan dapat di lunasi  tepat  pada  waktunya. Oleh sebab itu, bank  selalu 
berupaya untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan pembiayaan secara 
menyeluruh.  
Akan tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi pembiayaan bermasalah,  
dimana pemberian  fasilitas  kredit pada nasabah  yang membutuhkan mengalami 
masalah yaitu pinjaman yang telah diberikan tidak dapat dibayarkan kembali  oleh  
nasabah kepada pihak bank tepat pada waktunya seperti yang diperjanjikan. 
Berikut adalah klasifikasi nasabah pembiayaan bermasalah : 
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1. Apabila nasabah mengalami tunggakan 1-3 bulan (pembiayaan  jangka 
waktu 1 tahun) maka terhitung lancar, di bank lain dinamakan DPK (dalam 
pengawasan khusus). 
2. Apabila nasabah mengalami tunggakan 3-6 bulan (pembiayaan jangka 
waktu satu tahun ) maka terhitung kurang lancar. 
3. Apabila nasabah mengalami tunggakan tunggakan 6-12 bulan (pembiayaan 
jangka waktu satu tahun ) maka terhitung di ragukan. 
4. Apabila nasabah mengalami tunggakan tunggakan  12 bulan keatas 
(pembiayaan jangka waktu satu tahun ) maka terhitung macet. 
 
  Adapun cara yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah 
pada PT. BPRS Sukowati Sragen adalah sebagai berikut : 
1. Pendekatan Keluarga 
 Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti Pendekatan ini 
dilakukan Apabila nasabah mengalami tunggakan 1-3 bulan (pembiayaan  jangka 
waktu 1 tahun). Cara penyelesaiannya adalah dengan melakukan musyawarah 
ataupun penagihan dengan melalui telephone dan kunjungan dari Account officer 
sebagai penanggung jawab daripada nasabah yang di kelolanya. Proses 
penyelesaian bank dalam menyelesaikan penyaluran dana dalam pembiayaan 
bermasalah dapat dilakukan langkah Inventarisisasi nasabah penyaluran dana 
bermasalah, antara lain : 
a. Melihat kondisi usaha. 
b. Melihat data historis pemenuhan kewajiban nasabah. 
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c. Mengecek kondidi jaminan secara fisik dan aspek legalnya. 
d. Analisis terhadap nasabah penyaluran dana bermasalah. 
e. Melakukan analisis terhadap penyebab timbulnya penyaluran dana 
bermasalah. 
f. Melakukan analisis usaha. 
g. Melakukan analisis yuridids. 
h. Menilai kembali jaminan. 
i. Melakukan tindakan pembinaan. 
j. Melakukan kunjungan. 
k. Melakukan pembinaan administrasi manajemen. 
2. Pemberian Surat peringatan 
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peran serta Remidial 
dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah yakni Apabila nasabah 
mengalami tunggakan maka harus dilakukan penagihan. Penagihan dapat 
dilakukan melalui telephone, akan tetapi apabila sudah satu minggu belum ada 
jawaban dari nasabah, maka pihak Remidial mendatangi rumah nasabah tersebut. 
Kemudian apabila melewati 1 (satu) bulan maka Remidial memberikan Surat 
Peringatan (SP) agar nasabah mau untuk membayar.  
Akan tetapi apabila SP 1, SP 2 dan SP 3 tetap tidak ada jawaban dan 
konfirmasi dari nasabah tersebut, maka pihak remidial akan melakukan tindakan 
somasi, kemudian asset akan dilelang. Sebelum adanya somasi dilakukan titik 
temu secara kekeluargaan dengan nasabah yang bersangkutan, apabila nilai 
pinjaman lebih kecil dari nilai asset yang di jaminkan, dapat diselesaiakan dengan 
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cara memindahkan tunggakan atau tanggungan ke saudara terdekat yang lebih 
mampu. (Hasil Observasi dan wawancara dengan Widiyanto, Account Officer/ 03 
Juli 2017). 
3. Rescheduling 
Merupakan kegiatan penjadwalan kembali dengan cara memperpanjang 
waktu jatuh tempo yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu 
pembiayaan dan angsuran. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam 
masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu 
pembiayaan dari 12 bulan menjadi 18 bulan sehingga nasabah mempunyai waktu 
yang lebih lama untuk mengembalikannya. Hal ini tentu saja jumlah angsuran pun 
menjadi mengecil seiring dengan penambahan jangka waktu angsuran. 
4. Restructuring 
 Merupakan cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan melakukan 
penataan kembali baik dari segi penambahan dana dan konversi akad pembiayaan. 
Biasanya daya bayar nasabah berkurang tetapi masih tetap bisa mengangsur. Dari 
Account Officer sendiri melalui remidial memberikan informasi kepada direksi 
agar ada win solution. Karena biasanya bank maunya menang dan nasabah tidak 
mau kalah. Tetapi pada dasarnya semua itu atas persetujuan kebijakan direksi. 
 Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan membuat 
akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi 
pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati (Sesuai 
dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005) , tetapi ia masih 
prospektif dengan ketentuan : 
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1. Akad murabahah dihentikan dengan cara:  
a. Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga 
pasar. 
b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan. 
c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu 
dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal 
dari mudharabah dan musyarakah. 
d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa 
hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya 
disepakati antara LKS dan nasabah. 
2. LKS dan nasabah eks-murabahah tersebut dapat membuat akad baru 
dengan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut diatas 
dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 
Tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. 
5. Melalui jalur hukum Pelelangan jaminan 
Eksekusi dapat berupa Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan dan 
eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke Kantor 
Pendaftaran Fidusia (KPF). Setelah itu Melakukan gugatan terhadap aset-aset 
lainnya milik nasabah baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri. 
 Adapun prosesnya adalah setelah Pengadilan Negeri menerima permohonan 
dari bank sebagai kreditur untuk melakukan eksekusi, mmaka Pengadilan Negeri 
akan menerbitkan penetapan teguran, penetapan sita yang di ikuti dengan 
penyitaan agunan, dan mengeluarkan surat permohonan lelang ke Kantor 
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Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). (Hasil Observasi dan  
wawancara dengan Bp. Pariyono, Pimpinan Cabang yang diolah oleh peneliti/ 03 
Juli 2017). 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1.   Kesimpulan 
  Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS 
Sukowati Sragen adalah adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal bisa berasal dari dalam bank itu sendiri seperti kurang terpenuhinya 
sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya. Sedangkan 
faktor eksternal berasal dari nasabah seperti kesengajaan nasabah dalam 
menunda pembayaran, kebangkrutan usaha yang dijalani nasabah, dan 
musibah (bencana alam) yang menimpa nasabah menyebabkan menurunnya 
kemampuan nasabah dalam mengangsur pinjaman modal.  
2. Sebelum Remidial turun ke lapangan untuk menyelesaikan pembiayaan 
bermasalah, maka pihak Account Officer bertanggungjawab untuk 
menyelesaikan pembiayaan dari awal pencarian nasabah potensial, solitasi 
nasabah, proses permohonan, analisis sampai dengan pembinaan, 
pengawasan serta pelunasannya. Remidial berfungsi sebagai staf yang 
melaksanakan kebijakan direksi dalam bidang penagihan secara intensif. 
Ketika ditengah jalan ada pembiayaan bermasalah, kemudian Remidial 
berfungsi sebagai staf yang melaksanakan kebijakan direksi dalam bidang 
remedial (penagihan secara intensif). 
119 
 
 
 
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Sukowati Sragen 
dapat dilakukan dengan cara : 
1. Pendekatan Keluarga 
2. Pemberian Surat Peringatan 
3. Rescheduling (Penjadwalan Kembali) 
4. Restructuring (Penataan Kembali) 
5. Jalur Hukum Pengadilan 
5.2.    Saran 
 Penelitian ini masih banyak kekurangan dan perlu diadakan penyempurnaan 
untuk penelitian selanjutnya. 
1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menemukan faktor yang 
mempengaruhi pembiayaan bermasalah yang baru. 
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dapat membandingkan tugas dan 
peranan Remidial di kantor cabang maupun kantor pusat dengan Sumber 
Daya Manusia yang berbeda. 
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar ikut turun ke lapangan baik dari 
sejak pencarian nasabah potensial hingga penagihan penyelesaian 
pembiayaan bermaslah. 
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Lampiran 1 
Jadwal Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 
Bulan Maret April Mei Juni Juli 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Peyusunan 
Proposal 
    X X                                 
2 Konsultasi         X X                             
3 
Revisi 
Proposal 
            X X X X                     
4 
Pendaftaran 
Ujian 
Seminar 
Proposal 
Skripsi 
                    X X                 
5 
Ujian 
Seminar 
Proposal 
Skripsi 
                      X                 
6 
Revisi Pasca 
Ujian 
Seminar 
Proposal 
                        X X  X  X X        
7 
Pengumpulan 
Data 
                X X     X X X           
8 Analisis Data                             X X X       
9 
Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
                      X X X X X X       
10 
Pendaftaram 
Ujian 
Munaqasah 
                                X       
11 Munaqasah                                     X    
12 
Revisi 
Skripsi 
                                      X  
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Lampiran 2 
Form Catatan Hasil Observasi 
 
Hari/ Tanggal : Senin /12 Juni 2017 
Waktu  : 10.00 
Lokasi             : Ruang Remidial 
Hasil Observasi  
 
Sebelum Remidial turun dalam menangani pembiayaan bermaslah peran serta 
Account Officer sangat di perlukan dari sejak pencarian nasabah potensial, 
monitoring, solitasi nasabah dan juga sampai dengan pembayaran angsuran 
pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan yang salah (pembiayaan bermasalah). 
 
 
 
 
Hari/ Tanggal : Rabu/14 Juni 2017 
Waktu  : 13.00 
Lokasi             : Ruang Tunggu 
Hasil Observasi  
 
Dalam permasalahan pembiayaan bermasalah, faktor yang menyebabkan  
terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kebangkrutan usaha yang di jalani 
nasabah. 
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Lampiran 3 
Form Catatan Wawancara 
 
Hari/ Tanggal         : Rabu/14 Juni 2017 
Waktu                    : 10.00 
Lokasi                    : Ruang Remidial 
1. Data Informan 
Nama             : M. Rasyid 
TTL               : - 
Pekerjaan       : Account Officer 
2. Hasil Wawancara 
 
“Dalam menganalisa mitigasi resiko, AO harus dapat menganalisis nasabah 
dari tahapan 5C, baik dari segi Character tentang bagaimana kehidupan dia 
sehari-hari misal tanya dengan tetangganya, Capacity dilakukan untuk 
mengukur kapasitas calon nasabah perlu diperhatikan besarnya pendapatan 
setiap bulan, kemudian Capital tidak boleh melebihi batas daripada sisa 
pendapatnnya setiap bulan, kemudian Condition of Economy dalam 
menganalisis usaha calon nasabah kedepannya harus diketahui apakah prospek 
atau tidak, dan Collateral hal ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan 
nasabah potensial” 
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Hari/ Tanggal         : Rabu/14 Juni 2017 
Waktu                    : 10.30 
Lokasi                    : Ruang Remidial 
1. Data Informan 
Nama             : Agus Nur Salim 
TTL               : - 
Pekerjaan       : Account Officer 
2. Hasil Wawancara 
 
“Berkas persyaratan harus disertai dengan gambar atau foto guna untuk 
mengecek valid atau tidaknya berkas nasabah. Selanjutnya dari AO sendiri dibuat 
memo pembiayaan dari nasabah tersebut, yang digunakan untuk menganalisis 
besarnya aset yang dimiliki nasabah. Memo tersebut ditandatangani oleh AO 
kemudian dimintakan persetujuan dari pimpinan Kepala Cabang Boyolali. 
Apabila semua langkah sudah dilakukan dan sesuai prosedur, kemudian AO 
melakukan survei ke rumah/domisili dari nasabah tersebut, serta tempat usaha dan 
jaminannya. Apabila jaminan dari nasabah adalah berupa BPKB maka harus 
disertakan cek fisik atau gesekan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. 
Apabila jaminannya sertifikat maka harus disertakan SPPT atau PBB yang paling 
terakhir.  
Setelah itu kemudian memo dikirim ke kantor pusat untuk memvalidasi dan 
meminta persetujuan dari direksi untuk dilakukan pencairan dana, apabila memo 
diterima dan di ACC direksi maka pembiayaan siap dicairkan. Tetapi apabila memo 
ditolak atau tidak di ACC, maka nasabah diberitahu bahwa pengajuan belum bisa 
disetujui dengan cara yang sopan dan halus”. 
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Hari/ Tanggal         : Senin/03 Juli 2017 
Waktu                    : 10.00 
Lokasi                    : Ruang Account Officer 
1. Data Informan 
Nama             : Widiyanto 
TTL               : - 
Pekerjaan       : Account Officer 
2. Hasil Wawancara 
 
“yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembiayaan sejak awal 
proses pencarian nasabah potensial, solitasi nasabah, proses permohonan, 
analisis sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya adalah 
Markrting maupun Account Officer. Baru kemudian apabila di tengah 
mengalami masalah pembayaran maka akan di bantu oleh petugas remidial” 
 
 
Hari/ Tanggal         : Senin/12 Juni 2017 
Waktu                    : 10.00 
Lokasi                    : Ruang Account Officer 
1. Data Informan 
Nama             : Effendi Swardono 
TTL               : - 
Pekerjaan       : Account Officer 
2. Hasil Wawancara 
 
“Non Performing Financing yang meningkat pada bulan Maret disebabkan 
karena kemampuan nasabah dalam mengangsur pembiayaan mengalami 
keterlambatan atau mengalami tunggakan karena usaha yang dijalankan 
nasabah mengalami penurunan. Biasanya Account Officer memberikan 
toleransi agar usaha membaik kembali dengan cara melakukan penjadwalan 
ulang (reschedulling)”. 
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Hari/ Tanggal         : Senin/03 Juli 2017 
Waktu                    : 14.00 
Lokasi                    : Ruang Account Officer 
1. Data Informan 
Nama             : Agus Nur Salim 
TTL               : - 
Pekerjaan       : Account Officer 
2. Hasil Wawancara 
 
“Untuk mencegah adanya pembiayaan yang bermasalah maka Remidial 
melalui AO perlu melakukan cek SID (BI Checking), apabila ada tunggakan 
atau tidak lancar maka permohonan pembiayaan tidak perlu diproses atau 
dikembalikan berkasnya kepada nasabah. Apabila hasil cek SID (BI Checking) 
tidak ada tunggakan atau lancar maka harus diproses atau diteruskan 
pembiayaannya”. 
 
 
 
Hari/ Tanggal         : Senin/03 Juli 2017 
Waktu                    : 11.00 
Lokasi                    : Ruang Account Officer 
1. Data Informan 
Nama             : Pariyono 
TTL               : - 
Pekerjaan       : - 
2. Hasil Wawancara 
 
“Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Sukowati Sragen dapat 
dilakukan dengan cara : 
1. Pendekatan Keluarga 
2. Pemberian Surat Peringatan baik SP 1,2,3 
3. Rescheduling (Penjadwalan Kembali) 
4. Restructuring (Penataan Kembali) atau istilahnya Nganyarke 
5. Jalur Hukum Pengadilan melalui Lelang”. 
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Lampiran 4 
Standar Operasional Prosedur PT. BPRS Sukowati Sragen. 
 
Berikut ini merupakan Prosedur Pembiayaan menurut Standar Operasional 
Prosedur PT. BPRS Sukowati Sragen: 
1. Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada PT. BPRS 
Sukowati Sragen. 
2. Bagian administrasi dan legal pembiayaan menerima permohonan 
pembiayaan dari nasabah dan meregistrasikan kedalam buku register. 
3. Administrasi dan legal pembiayaan menyerahkan berkas permohonan 
kepada Account Officer (AO) berdasarkan catatan dalam buku register 
yang dilanjutkan kepada AO yang membidangi. 
4. Kadiv dan legal pembiayaan meneliti permohonan nasabah samapai sejauh 
mana dapat memenuhi standart kriteria yang ditetapkan perusahaan. 
5. Account Officer sponsor menerima permohonan pembiayaa nasabah dari 
kabag pembiayaan atau pemimpin cabang untuk diproses. 
6. Bagian administrasi dan dokumentasi pembiayaan mengatur menetapkan 
tanggal rapat. 
7. Komite pembiayaan menyetujui proposal pembiayaan dengan 
menandatangani memorandum. 
8. Bagian administrasi dan dokumentasi pembiayaan memproses 
memorandum pembiayaan tersebut. 
9. Apabila komite pembiayaan menyetujui sepenuhnya proposal pembiayaan 
tersebut dengan ditandatangani, kemudian AO memberi surat persetujuan 
yang diregistrasi oleh administrasi. 
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10. Kirim surat persetujuan kepada nasabah rangkap dua dan nasabah tanda 
tangan di atas materai. 
11. Serahkan tindasan atau copy surat persetujuan yang telah di tanda tangani 
nasabah kepada bagian administrasi dan dokumentasi pembiayaan. 
12. Bagian administrasi dan dokumentasi pembiayaan menerima copy surat 
persetujuan dan dokumentasi dari AO. 
13. Teliti nasabah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan komite 
pembiayaan. 
14. Apabila persyaratan sudah dipenuhi bagian administrasi dan dokumentasi 
pembiayaan melakukan peningkatan dengan pedoman pada peraturan 
pembiayaan. 
Dalam melakukan tugasnya, staf penyelesaian  pembiayaan bermasalah 
(Remidial) bertanggung jawab langsung kepada kadiv adm legal. Adapun tugas 
pokoknya antara lain: 
1. Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait terhadap seluruh kegiatan 
penagihan dan penyelesaian pembiayaan khususnya terhadap pembiayaan 
yang bermasalah atau macet, pola penyelesaian dan pola penanganan 
perkaranya. 
2. Melakukan perencanaan kerja yang kerja yang tertib dan terarah sehingga 
dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan baik. 
3. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi 
dibawah lingkungan wewenangnya. 
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4. Mempersipakan usulan program dan strategi operasionalnya yang 
berhubungan dengan pengembangan kegiatan pengamanan dan dan 
pemagaran pemberian pembiayaan. 
5. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas evektivitas optimalisasi 
seluruh kegiatan penagihan dan penyelesaianpembiayaan bermasalah serta 
melakuakan pengadministrasian dan pendokumentasian pembiayaan dan 
fasilitas lainnya yang bermasalah atau macet. 
6. Melakukan koordinasi dengan pihak pengacara atau pihak ketiga lainnya 
sehubungan dengan penyelesaiannya perkara pengadilan terhadap 
pembiayaan yang penagihannya diselesaikan melalui sidang di pengadilan. 
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait menyangkut 
kegiatan penyelesaiannya pembiayaan bermasalah sehingga dapat 
mengoptimalkan hasil usaha penagihan. 
8. Melaksanakan penyusunan anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan 
kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya. 
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap portofolio pembiayaan 
yang telah dilakukan penyehatan. 
10. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dalam tugas 
pokok diatas. 
11. Melakukan koordinasi dan memberikan arahan dalam penyelenggaraan 
administrasi yang tergolong kurang lancar, macet dan nasabah yang telah 
dihapus bukukan, tetapi masih tercantum dengan rekening administratif. 
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 Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dari 
pihak Remidial  
1. Remidial menerima berkas pembiayaan (Loan Title) dari Account Officer 
untuk diselesaikan. Hal ini meliputi : 
a. Periksa apakah pengalihan pembiayaan yang bersangkutan sudah 
disetujui oleh komite pembiayaan. 
b. Buatkan profile nasabah dengan menggunakan point sesuai dengan 
standar operasional prosedur. 
c. Buatkan daftar posisi tagihan. 
d. Kelompokan nasabah sesuai dengan kondisi tagihan yang bersangkutan. 
2. Remidial melakukan peneguran kepada nasabah 
Dalam melakukan remidial, terdapat peneguran terhadap nasabah sehingga  
perlu diperhatikan oleh petugas Remidial antara lain : 
a. Buatkan surat teguran kepada nasabah. 
b. Serahkan surat teguran kepada pejabat yang berwenang untuk 
ditandatangani. 
c. Kirim surat tersebut kepada nasabah dan apabila peneguran tidak 
diindahkan oleh nasabah, maka agar diusahakan untuk menguasai 
jaminan secara fisik dan apabila perlu meminta bantuan alat negara. 
3. Untuk mengetahui kepastian kondisi nasabah dalam proses pengembalian 
fasilitas pembiayaannya serta untuk menetapkan langkah yang tepat yang akan 
diambil oleh petugas remidial diharuskan melakukan checking atas barang 
jaminan ataupun usaha nasabah secara on the spot. 
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4. Apabila kadiv Administrasi Legal ataupun Pimpinan Cabang memutuskan 
bahwa barang jaminan dialihkan atau dipindahkan haknya secara dibawah tangan, 
maka : 
a. Hubungi loan innvestigator (adm legal) untuk melakukan retaksasi barang 
jaminan untuk digunakan sebagai patokan harga jual. 
b. Hubungi bagian loan support (adm pembiayaan) untuk mendapatkan surat 
asli jaminan. 
c. Tentukan pihak yang harus hadir di notaris, sehubungan dengan 
pengalihan atau pemindahan hak tersebut. 
5. Apabila kadiv Administrasi Legal atau Pimpinan Cabang memutuskan 
memberi beberapa kelonggaran (misalnya kelonggaran pembayaran pokok margin 
maka : 
a. Menghubungi nasabah agar melaksanakan keinginan yang diberikan. 
b. Saksi terhadap keterlambatan atas janji yang telah ditetapkan, yaitu 
penyerahan fisik barang jaminan secara sukarela baik melalui hukum 
ataupun lelang. 
6. Apabila Kadiv Adm Legal atau Pimpinan Cabang memutuskan secara 
Administratif pembiayaan tersebut dihapuskan maka : 
a. Remidial membuat permohonan pengahpusan dari kadiv adm legal atau 
pimpinan cabang. 
b. Buatkan berita acara penghapusan yang ditandatangani oleh : 
1) Account Officer Sponsor/Remidial. 
2) Manager/Direksi. 
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3) Pimpinan Cabang. 
Asli berita acara penghapusan diserahkan kepada bagian loan support 
(adm. Pembiayaan). 
7. Apabila Direksi /kadiv Adm Legal memutuskan untuk menyelesaiksn 
pembiayaan dengan bantuan pengacara maka : 
a. Serahkan berkas jaminsn kepada kantor pengacara secara tertulisdan 
minta tanda terima. Berkas yang diperlukan yaitu Akte Pengikatan, 
Surat Jaminan, Surat/Menyurat dengan Nasabah, Profilr Nasabah. 
b. Untuk tahap pertama cukup serahkan fotocopy dari berkas tersebut 
pengacara diarahakan pada pola yang harus ditempuh dalam 
penyelesaian pembiayaan tersebut. 
8. Apabila kadiv adm legal/ pimpinan cabang memutuskan untuk melakukan 
pelelagan barang jaminan, maka „; 
a. Ikuti prosedur diatas. 
b. Hubungkan kantor lelang agar bisa membantu proses pelelangan 
sekaligus menyerhakan harga limit yang dikehendaki. 
c. Untuk menghindari terlelangnya kembali lelang hendaknya nasabah 
ikut sebagai peserta lelang (Minimal 2 orang). Untuk sahnya sebagai 
peserta lelang harus disertakan Biaya peserta lelang yang besarnya 
ditentukan oleh kantor lelang 
d. Hubungi polisi untuk menjaga keamanan pelaksanaan lelang. 
e. Apabila barang jaminan jatuh kepada petugas yang di tunjuk oleh 
nasabah agar segera diambil risalah lelang dan surat asli jaminan. 
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f. Apabila tidak jatuh pada petugas yang ditunjuk segera hubungi 
pengadilan setempat untuk mengambil hasil lelang. 
9. Apabila direksi/kadiv adm legal atau pimpinan cabang memutuskan untuk 
melakukan gugatan verset maka : 
a. Arahkan agar nasabah walaupun menderita kerugian diusahakan 
seminimal mungkin. 
b. Usahakan agar keputusan bersifat “uit voer baar by voer raad”.  
c. Usahakan agar proses pengadilan berjalan secara maraton. 
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Lampiran 5 
Struktur Organisasi Perusahaan 
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